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ABSTRAK 
 

RAHMADHANI NURFITRIANA M. (B012 191 017) “Perampasan Aset 
Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya dengan 
Pencucian Uang” Di bawah bimbingan Nur Azisa dan Audyna Mayasari 
Muin. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan pengaturan hukum sanksi 
terhadap perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam 
kaitannya dengan pencucian uang dan penengakan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana serta penerapan sanksi yang ideal terhadap 
tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.  
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa 
penelitian terhadap teori-teori hukum pidana dan pengaturan hukum yang 
menyangkut tentang Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak 
Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Tujuan pengaturan hukum perampasan aset 
korporasi adalah untuk memberikan efek jera terhadap korporasi, karena 
hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat 
dinikmati (2) Penegakan hukum hakim tidak tepat apabila asetnya dirampas 
untuk Negara, karena secara pidana, hakim telah menghukum korporasinya 
yang dipertanggungjawabkan oleh pimpinannya, dan selanjutnya terkait 
asetnya merupakan hak para korban yang mengalami penipuan oleh 
korporasi. (3) Penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian 
uang oleh korporasi adalah pidana tambahan berupa pembayaran ganti 
rugi.  
 
 
 
Kata Kunci : Perampasan Aset, Korporasi, Pencucian Uang 
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ABSTRACT 
 

RAHMADHANI NURFITRIANA M. (B012 191 017) "Corporate Asset 
Forfeiture Toward Criminal Offenses Related To Money Laundering" 
Supervised by Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin. 

This study aims to analyze the objectives of the legal sanctions against asset 
forfeiture toward criminal acts related to money laundering and law 
enforcement of judges in imposing criminal sanctions as well as applying 
ideal sanctions against money laundering by corporations.  

This research uses normative legal research methods. It kinds of research on 
criminal law theories and legal arrangements concerning the corporate asset 
forfeiture toward criminal offenses related to money laundering. The results 
show that (1) The objective of corporate asset forfeiture is to provide a 
deterrent effect on corporations. It is because the proceeds from the crime 
they commit cannot be enjoyed (2) Law enforcement judges are not 
appropriate if their assets are confiscated by the State.  Criminalcally , the 
judge has punished the corporation which is accounted for by its leadership. 
Then, related to its assets is the right of the victims who have experienced 
fraud by the corporation. (3) The ideal application of sanctions against the 
crime of money laundering by corporations is an additional punishment in the 
form of compensation payments. 

 

 

Keywords: Asset Forfeiture, Corporation, Money Laundering 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan 

demokrasi ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan, 

efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu upaya dalam mempercepat pembangunan perekonomian 

nasional adalah melalui pergerakan dunia usaha secara massif baik dalam 

skala mikro, kecil, menengah, hingga usaha dalam skala makro. Badan 

usaha yang berjalan dan beroperasi di Indonesia memiliki status berbadan 

hukum dan tidak berbadan hukum. Perkembangan aktivitas dunia usaha saat 

semakin cepat dan massif dalam segala sektor karena didukung oleh 

teknologi yang membuat setiap orang, baik produsen, konsumen, dan 

distributor dapat mengakses segala kebutuhan secara cepat dan mudah. 

Sebagai negara yang melalui proses transisi status dari Negara 

berkembang hingga menjadi Negara maju, Indonesia mempunyai keinginan 

yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang 

perekonomian, akan tetapi keinginan ini belum didukung oleh kecukupan atas 

ketersediaan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga 

ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicari dari 

isumber-isumber yang iberasal idari luar iinegeri. iDalam imengupayakan 
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sumberi-isumber idana tersebuti, iPemerintah iIndonesia banyak imengeluarkan 

ikebijakani-kebijakan idi ibidang ekonomi idan ibisnis isebagai usaha iuntuk 

imengurangi dan imenghapus iberbagai jenis iperaturan iyang imenghambat 

dan imembatasi iserta memperkecil icampur itangan pemerintah iyang 

iberlebihan idi ibidang iekonomi idan bisnis idemi iterciptanya iklim iusaha iyang 

kondusif idalam irangka ipeningkatan investasi ipenanaman imodal iasing. i 

iKata i “bisnisi” iberasal dari ibahasa iInggris ibusiness yang iberarti 

ikegiatan usahai. iSecara iluas, ikata ibisnis sering idiartikan isebagai 

ikeseluruhan kegiatan iusaha iyang idijalankan ioleh orang iatau ibadan secara 

iteratur idan iterus imenerus, iyaitu iberupa ikegiatan mengadakan ibarangi-

ibarang atau ijasai-jasa imaupun ifasilitasi-ifasilitas untuk idiperjualbelikani, 

idipertukarkan, iatau idisewagunakan idengan tujuan imendapatkan 

ikeuntungan. 

Dalam menjalankan usaha, terdapat beberapa metode yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam mencari keuntungan. Bahkan tidak jarang 

perusahaan melakukan langkah-langkah di luar batas kewajaran sehingga 

melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga 

harus melalui proses secara hukum. Adapun beberapa perusahaan yang 

terjerat hukum akibat tindakan yang melanggar hukum pidana antara lain: 

1. PT. Duta Graha Indah yang telah beruba nama menjadi PT. Nusa 

Konstruksi Engineering (PT NKE), diputuskan oleh pengadilan Tipikor 
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iJakarta Pusat i (iPutusan Noi. i94/iPid. iSusi-TPKi/i2017/iPNi.Jkti.Pst)1 untuk 

membayar uang pengganti sebesar Rp 14.487.659.605 atas tindak pidana 

korupsi yang dilakukan terpidana Dudung Purwadi (Direktur Utama PT. 

DGI) dalam kasus pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan 

Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009/2010. 

2. PT Tradha merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan bupati 

Kebumen M.Yahya Fuad sejak 1998. Sebelum dilantik menjadi bupati 

Kebumen pada tanggal 17 Februari 2016, ia mengubah susunan direksi, 

komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan. Febri sebagai juru bicara 

KPK mengatakan bahwa uang yang diduga diterima dari fee proyek di 

Kebumen dimasukkan ke dalam sistem keuangan korporasi. Bahkan 

diduga korporasi ini menangani beberapa proyek menggunakan metode 

pinjam bendera dari anggaran yang sebelumnya telah diurus Bupati. 

Perusahaan ini diduga melakukan pencucian uang senilai Rp 3,6 Miliar. 

Selain merupakan kasus perdana pencucian uang oleh korporasi yang 

ditangani KPK dan menjerat korporasi dengan UU TPPU, dalam proses 

penyidikan KPK juga menggunakan Pasal 12 huruf (i) UU No.31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai predicate 

crime. KPK juga menggunakan Pasal suap.2 

3. PT. Offistarindo Adhiprima (PT.OA) yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri 

sebagai tersangka korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto 

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus 
                                                             

1Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Vol. 4 No.2 Desember 
2018. hlm. 213. 

2Hukumonline.com diakses pada tanggal 30 juli 2020 Pukul.20.30 WITA. 
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pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) bagi sekolah-sekolah di 

Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 

Tahun 2014 dengan kerugian negara senilai Rp 130.000.000.000, dimana 

sebesar Rp 61.000.000.000 masuk ke PT. OA. 

Salah satu perusahaan yang saat ini juga mendapat perhatian yang 

sangat besar dari publik adalah kasus first travel. First travel menjadi sangat 

terkenal karena menyangkut travel umrah yang memiliki nasabah sangat 

banyak di seluruh Indonesia. Travel umrah adalah bentuk usaha yang saat ini 

sedang populer dan banyak dijalankan oleh pengusaha. Hal itu karenakan 

permintaan atau keinginan masyarakat yang sangat besar untuk 

melaksanakan ibadah umrah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh 

karenanya, para pengusaha melihat tersebut sebagai peluang yang sangat 

besar dan menguntungkan. 

iPT. iFirst Anugerah iKarya iWisata atau iyang ilebih dikenal idengan 

inama iFirst Travel bergerak idi ibidang usaha ipariwisata idan 

penyelenggaraan iPerjalanan iIbadah Umrohi, ididirikan iberdasarkan Akta 

iPendirian iPerusahaan iNo. i14 itanggal 24 iOktober i2011 yang idibuat 

idihadapan iNotaris iYasman, iSHi, Mi. iKn. 

iDalam kronologi iyang idisusun Kementerian iAgama i (iKemenag), 

ikisruh ipenyelenggaraan umrah ioleh iFirst Travel imulai imengemuka idi publik 

isaat iterjadi ikegagalan pemberangkatan ijamaah ipada itanggal i28 Maret 

i2017 ilalui. Pada isaat iitui, ipara jamaah idiinapkan idi ihotel sekitar iBandara 
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iSoekarno Hattai. iHal iitupun membuat iKemenag imelakukan iklarifikasii, 

iiinvestigasi, iadvokasi, ihingga imediasi idengan jamaah. 

iUpaya klarifikasi ipertama ikalinya dilakukan itanggal i18 April i2017i, 

namun ipihak imanajemen tidak imemberikan ijawabani. Kementerian iagama 

isetidaknya isudah empat ikali imengupayakan mediasi iantara ijamaah idengan 

First iTraveli. iNamun upaya itersebut itidak membuahkan ihasil ikarena pihak 

iFirst iTravel ibersikap tertutup idan ikurang ikooperatif. 

iSelanjutnya pada itanggal i22 mei i2017i, iKemenag mengundang ipihak 

iFirst Travel iuntuk imediasi idengan jamaahi. iFirst itravel imengirimkan legal 

iteami, inamun mediasi itidak idilanjutkan ikarena mereka itidak idibekali surat 

ikuasai. iUntuk kedua ikalinya iKemenag ikembali memanggil iFirst iTravel ipada 

tanggal i24 imei i2017. iUpaya iini ipun igagal ikarena ipihak manajemen itidak 

hadir. 

Lalu ipada i2 ijuni 2017i, digelar imediasi iantara pihak iFirst iTravel 

dengan isejumlah ijamaah dari ibengkului. iDari mediasi iitu itidak ada isolusi 

iyang ibisa diberikani. iTerakhir ikalinya upaya imediasi idilakukan itanggal 10 

iJuli i2017i, dan igagal ikarena imanajemen tidak ihadiri. iIzin Penyelenggara 

iPerjalanan iIbadah iUmrah untuk iFirst iTravel idicabut karena iKemenag 

imenilainya telah iterbukti imelanggar iPasal i65 huruf (ia) iPeraturan 

Pemerintah iNoi. i79 iTahun 2012 itentang iPelaksanaan Undang-Undang iNoi. 

i13 Tahun i2008 itentang Penyelenggaraan iIbadah iHaji. 

Dua pimpinan First Travel merupakan suami iistrii, Andika iSurachman i 

(iDirektur utamai) idan Anniesa iDesvitasari iHasibuan (iDirekturi). First itravel 
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iterdaftar isebagai Penyelenggara iPerjalanan Ibadah iUmrah isejak 

imengantongi keputusan idirjen iPHU Noi. iD/i76 iTahun i2013. iFirst iTravel 

terdaftar iberalamat idi iJli. iRadar Auri iNoi. i1, iCimanggisi, iDepok. iSetelah iitui, 

mereka imembuka ikantor ipelayanan di idua itempat yakni iGKM iTower iLantai 

16i, iJl. iTB iSimatupang idan Gedung iAtrium iMulia iSuite, iJli. Hi.R iRasuna iSaid 

iyang keduanya berada idi iwilayah Jakarta iSelatan. 

Kedua Pimpinan iFirst Travel ididakwa imelakukan tindak ipidana 

ipenipuan idan juga ipencucian iuang sebagaimana dalam tuntutan pidananya 

pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 mei 2018 bahwa iTerdakwa I iAndika 

Surrachman idan iTerdakwa iII Anniesa iDesvitasari iHasibuan telah 

imelakukan itindak pidana i “penipuan isecara bersama-sama dengan berlanjut 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan 

tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang 

ataupun menghapus piutang” sebagaimana idiatur idan diancam ipidana 

idalam dakwaan ipertama ikesatu Pasal i378 iKUHP3 ijuncto iPasal 55 iAyat ikei-

1 iKUHP ijuncto iPasal 64 iAyat i1 KUHP iatau itelah melakukan tindak pidana, 

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam 

dakwaan Pertama Kedua pasal 372 KUHP jo iipasal 55 iAyat i1 kei-i1 KUHP jo 

                                                             
3Undang-Undang Noi. i1 Tahun i1946 iTentang iPeraturan iHukum Pidana. 
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pasal 64 Ayat (1) KUHP.“dan telah melakukan menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang 

atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya  merupakan hasil tindak pidana penipuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan 

bersama-sama dengan berlanjut” dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.4 

Kemudian dalam Putusan iNo. i83/iPidi.Bi/i2018/iPNi.Dpki, ikedua 

Pimpinan iFirst iTravel idinyatakan bersalah idengan ipidana penjara iselama 

i20 (idua ipuluh) itahun idan kepada iTerdakwa i2i. Anniesa iDesvitasari 

iHasibuan dengan ipidana ipenjara iselama 18 i (idelapan belasi) itahun idan 

pidana idenda ikepada imasing-imasing iterdakwa sebesar iRp 

i10i.000.000.000,- (sepuluh imiliar irupiah), idengan iketentuan iapabila idenda 

tersebut itidak idibayar imaka diganti idengan ipidana ikurungan masingi-

imasing selama i8 i (idelapan) ibulan idan kemudian ibeberapa iaset ifirst travel 

idirampas iuntuk inegara. iUntuk iselanjutnya iPutusan Pengadilan iNegeri 

iDepok No.83/Pid.B/PN.Dpk  idi iperkuat oleh iPengadilan iTinggi Jawa Barat 

No.195/PID/2018/PT.BDG idan diperkuat ipula ioleh iMahkamah Agung 

                                                             
4Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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imelalui iPutusan iKasasi Noi.i3096 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Januari 2019 

dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Kasai dari Andika 

iSurachman idan Anniesa iDesvitasari iselaku pimpinan iFirst iTravel. i 

iPenyitaan idan perampasan iaset idikategorikan sebagai ipidana 

itambahani, penyitaan idiatur idalam iPasal 1 iAyat i (16i) iUndang-iUndang iNo. i8 

iTahun 1981 iTentang iHukum Acara iPidana iyang imenyatakan bahwai: 

“Penyitaan iadalah iserangkaian tindakan ipenyidik iuntuk imengambil 
alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya  benda bergerak 
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan.” 
 

iPerampasan barang idiatur idalam Pasal i39 iUndangi-Undang iHukum 

iPidana, iyang iditujukan iuntuk dapat imerampas ibarang-iibarang kepunyaan 

iterdakwa iyang idiperoleh dari ikejahatan iatau sengaja iidipergunakan iuntuk 

melakukan ikejahatani. iUntuk dapat idirampas iibarang tersebut iharuslah 

imerupakan ibarang kepunyaan ipelakui, ijadi walaupun ibarang itersebut 

imerupakan ihasil tindak ipidanai, iakan tetapi ibarang itersebut ibukanlah imilik 

terpidana imaka iatas ibarang tersebut itidak idapat idirampas.5 

Sama halnya dengan Kasus First Travel ini yang itelah terjadi 

iperampasan ioleh negara iterhadap iaset imilik First iTravel iyang idijadikan 

barang ibukti idan idisita dari iFirst iTravel, iyang iseharusnya ibarang bukti 

itersebut idikembalikan kepada icalon ijamaah isebagai korbani, iyang juga 

imerupakan ipihak iyang paling iberhak iatas barang ibukti itersebut. 

                                                             
5Jhon iPridol, iFirman iWijaya, iKepastian iHukum Terhadap iPerampasan iAset iBukan 

iMilik Negarai” iVolume 2 iNoi. 2i, i2019. 
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iMenurut pendapat iyang idiutarakan ioleh iProf. iErna iWidjajati ibahwa 

perampasan iaset iuntuk inegara idalam ikasus iFirst Travel iakan imenimbulkan 

iakibat iaset tersebut itidak idapat idikuasai oleh ijamaah iselaku ikorban. iAkan 

ilebih ibaik ijika hakim isebagai ipembentuk ihukum membuat iputusan iyang 

iisinya aset itersebut idikembalikan ikepada calon ijamaahi, ikarena 

ipenguasaan barang ibukti ioleh inegara iakan menyulitkan ipengembalian ike 

icalon ijamaah. iKalaupun ihakim iuntuk merampas ibarang ibukti iitu ikarena 

kesulitan imenentukan isiapa iyang iberhak atas iaset itersebuti, maka 

iseharusnya ihakim imembuat norma imelalui iputusan iuntuk mengamankan 

iaset itersebut.6 

Namun idalam iputusan pengadilan iNegeri iDepok idiputuskan bahwa 

iaset imilik First iTravel iyang merupakan ibarang ibukti dirampas iuntuk iNegara 

iyang telah imerugikan ibanyak orangi, iada ribuan ijamaah iyang igagal 

berangkat iibadah iumroh karena iditipu ioleh iFirst iTravel. 

Hal tersebut, akan memunculkan polemik dan pergolakan di kalangan 

masyarakat khususnya pada ahli hukum terkait pidana tambahan 

perampasan aset First Travel yang diberikan kepada Negara. Sebab ada 

subjek yang lebih berkepentingan terhadap aset tersebut, yakni para korban 

yang mengalami kerugian akibat telah menyelesaikan pembayaran, namun 

tidak jadi berangkat umrah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas 

putusan first travel untuk melihat apakah hal tersebut sesuai dengan 

                                                             
6Ibid. hlm. 11-12. 
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peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip prinsip hukum dan 

telah memenuhi 3 tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang akan penulis angkat dalam Penulisan Tesis iini adalah isebagai iberikut. i 

1. iBagaimanakah tujuan ipengaturan ihukum sanksi iperampasan aset 

korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan 

pencucian uang? 

2. Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang 

berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018? 

3. Bagaimanakah penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana 

pencucian uang oleh korporasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset 

korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan 

pencucian uang. 

2. Untuk menganalisis penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang 

berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018. 
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3. Untuk menganalisis penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana 

pencucian uang oleh korporasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan Tesis ini iadalah 

isebagai berikuti: 

1. Hasil idari ipenelitian ini idapat imemberikan iikontribusi ipemikiran ibagi 

perkembangan ihukum ipidana, serta memberikan solusi dalam 

penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh 

korporasi. 

2. iPenulis berharap ihasil penelitian iini idapat imemberikan referensi idan 

ipengetahuan bagi akademisi dan praktisi hukum. 

E. Orisinalitas Penelitian 

1. Jurnal Hukum Adigama, Jhon Pridol  & Firman Wijaya (2019) Universitas 

Tarumanegara, dengan judul Kepastian iHukum iTerhada Perampasan 

iAset iYang Bukan iMilik iNegara, idalam jurnal iini  ilebih menekankan 

iaspek kepastian hukum terhadap calon jamaah  PT. First Travel yang 

gagal diberangkatkan, berbeda pada peneliti yang menitikberatkan pada 

penerapan sanksinya.   

2. Jurnal, Firman Muhammad Arif (2019) IAIN Palopo, dengan judul 

Rancang Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah berbasis Maslahat, 

dalam jurnal Firman Muhammad Arif ia menganalisis tentang bagaimana 

regulasi penyelengaraan umrah yang dilakukan secara terstruktur, 

sistematis, dan masif dengan menggunakan mekanisme hukum karena 
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melihat salah satu kasus PT. First Travel ini yang gagal di berangkatkan 

yang berbeda dengan analisis peneliti lebih kepada bagaimana 

penerapan sanksi yang ideal untuk kedepannya.  

3. Jurnal, Dian Cahyaningrum (2017), Peneliti Madya pada bidang Hukum, 

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dengan judul iTanggung Jawab 

iHukum  iFirst Travel iDalam iKasus iPenipuani, Penggelapani, idan 

Pencucian iUang iDengan Modus iUmrahi, yang dimana jurnal ini memuat 

tentang bagaimana PT. First Travel mempertanggungjawabkan 

iperbuatannya baik isecara iperdata, ipidanai, dan iadministratifi, sedangkan 

peneliti lebih berfokus pada aspek pidananya. 

4. Jurnal, Sigit Prihanto, (2017), Universitas Islam Sultan Agung,  dengan 

Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh 

dalam jurnal Sigit Prihanto ini  tertarik membahas bagaimana penegakan 

hukum yang harus dilakukan terhadap PT. First Travel  dilihat dari Faktor 

Hukum, iFaktor Penegak iHukum, iFaktor isarana idan Fasilitas iPendukung 

idan Faktor iMasyarakati, sedangkan peneliti membahas tentang 

bagaimana pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi untuk 

Negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang dan penerapan 

sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. 
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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Korporasi 

1. Pengertian Korporasi 

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: corporatie, 

Inggris:corporation, Jerman: korporation) berasal dari kata “corporatio” dalam 

bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan 

“tio”, maka corporation sebagai kata badan (substantivum), berasal dari kata 

kerja corporare yang banyak digunakan orang pada zaman abad 

pertengahan atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” 

(Indonesia: badan), yang berarti membiarkan badan atau membadankan. 

Dengan demikian, Corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, 

dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh 

dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang 

terjadi menurut alam.7 

Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan 

atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun 

bukan badan hukum.8 Menurut Utrecht/Moh.Soleh Djindang tentang 

korporasi: 

“ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak 
bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu 
personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi 

                                                             
7Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.23. 
8Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana 

Korupsi. 
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mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan 
kewajiban anggota masing-masing”.9 
 

A.Z. Abidin menyatakan bahwa  

korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang 
diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, 
untuk tujuan tertentu.10 
 

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan: 

“kata korporasi sebutan lazim digunakan di kalangan pakar hukum 
pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, 
khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang 
dalam bahasa belanda disebut sebagai rechtpersoon, atau dalam 
bahasa inggris disebut legal entities atau corporation.”11 
   

Lain halnya menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa: 

“korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang 
diciptakannya itu terdiri dari “corpus” yaitu struktur fisiknya dan 
kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat 
badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu 
merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian 
pun juga ditentukan oleh hukum.12 
 

iPengertian korporasi iisebagai badan ihukum ijuga dapat iditemukan 

idalam black’s iLaw iDictionary, iyang imenyatakan bahwai: i 

iAn entity  i (iusually a ibusiness) ihaving iauthority iunder ilaw to iact ias 
a isingle iperson distinct ifrom ithe shareholders iwho iown iit and 
ihaving irights to iiissue stock iand iexist iindefinitely, ia igroup or 
isuccession iof iperson estabilished iin iaccordance iwith legal irules iinto 
ia legal ior ijuristic person ithat ihas ilegal personality idistinch ifrom ithe 
inatural ipersons iiwho make iit iup, iexist iindefinitelyapart from ithemi, 
and ihas ithe legal ipowers ithat is iconstitution igives iti.13

 i 
 

                                                             
9Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.25. 
10Ibid., hlm.25. 
11Ibid., hlm. 210. 
12 Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.110. 
13Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta,  2012, hlm. 137-138. 
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iPendapat tersebut idiperkuat ioleh Ronald iAi.Andersoni, iIvan Fox idan 

iDavid Pi. iTwomey idalam bukunya iyang iberjudul Bussiness iLawi, idikatakan 

bahwa i “ithe corporation ias ia ilegal personi.” iSelanjutnya idikatakan bahwa: 

“A corporation is an artificial legal being, created by government grant 
and endowed with certain powers, that is corporation exist in the eyes 
of the law as a person, separate and distinct from the people who 
own corporation.” 
(Korporasi adalah badan hukum buatan, yang diciptakan oleh dana 
pemerintah dan diberkahi dengan kekuatan yaitu korporasi ada di 
mata hukum sebagai pribadi, terpisah dan berbeda dari orang-orang 
yang memiliki korporasi) 
 

iRonald A iAnderson iIvan Fox idan iDavid iP. iTwomey imenggolongkan 

ikorporasi didasarkan ipada: 

a. iHubungannya dengan ipublik 

b. iSumber kekuasaan idari ikorporasi tersebuti 

c. Sifat iaktivitas idari ikorporasi. 

2. Jenis-Jenis Korporasi 

Adapun jenis-jenis Korporasi yang dapat di kalsifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Korporasi Publik  

Yakni suatu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai 

tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik, contohnya di Indonesia 

seperti pemerintahan kabupaten atau kota. 

b. iKorporasi Privati 

iYakni isuatu korporasi iyang ididirikan iuntuk ikepentingan privati/ipribadi, 

iyang idapat bergerak idibidang ikeuangani, iindustri , idan iperdagangan. 

iKorporasi iprivat ini isahamnya idapat dijual ikepada imasyarakat, imaka 
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ipenyebutannya ditambah idengan iistilah “ipublici”. IContoh korporasi privat 

yang ada di Indonesia yakni iPTi.Garuda iTbki.,Tbk i (iTerbukai) imenunjukkan 

bahwa iperusahaan itersebut telah igo ipublic atau isahamnya itelah idijual 

kepada imasyarakat imelalui bursa isahami. i 

Berdasarkan iUndangi-Undang iNomor i8 iTahun 1995 itentang ipasar 

modali,  iPasal i1 Ayat i (i21) imenyatakan ibahwa“iiperusahaan publik adalah 

perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga 

ratus) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah.”14 

c. iKorporasi Publik iQuasii 

Yakni ikorporasi iyang melayani ikepentingan iumum (ipublic iservice), 

icontohnya idi iIndonesia adalah iPTi. iKereta Api iIndonesiai, Perusahaan iListrik 

iNegara, iPertaminai, iPerusahaan Air iMinum. 

iSelain jenis itersebuti, dihubungkan idengan ipenggolongan korporasi 

idikenal ipula : i 

a. iDomestic and iForeign iCorporations,“ iif ia corporations ihas ibeen created 

iunder ithe law iof iparticular state ior ination, iit iis icalled a iidomestic 

corporation iwith irespect to ithat istate ior nationi. iAny other icorporation 

igoing into ithat istate or ination ia iforeign corporationi. iThus a icorporation 

iholding ia texas icharter iis a idomestic icorporation in itexas ibut to iforeign 

icorporation in iall iotherstates and inations.15 

                                                             
14Victor Purba, Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era Afta, 

2003, FH-UI, Jakarta, 1999, hlm. 285. 
15Dwidjaja Priyatno, Sisem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan 

Legislasi, Kencana, Depok, 2017,  hlm. 16. 
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(iKorporasi domestik idan iasing, i"ijika isebuah perusahaan idiciptakan 

iberdasarkan hukum inegara iatau negara tertentu, maka perusahaan 

tersebut dinamakan perusahaan domestik sehubungan dengan negara 

atau negara tersebut. Perusahaan lain yang masuk ke negara bagian atau 

negara itu merupakan perusahaan asing. Jadi, perusahaan yang 

mengadakan piagam texas adalah perusahaan domestik di texas tetapi 

termasuk perusahaan asing di semua negara bagian dan negara lainnya). 

b. Special service corporations, “corporation formed for transportation, 

banking, insurance, saving and loan operation, and samiliar specialized 

function, are subject to separate codes or statutes with regard to their 

organization.16 

(Perusahaan jasa khusus, "perusahaan yang dibentuk untuk transportasi, 

perbankan, asuransi, operasi simpan pinjam, dan fungsi khusus yang 

tunduk pada kode atau undang-undang yang terpisah berkenaan dengan 

organisasinya). 

c. Close corporation “A corporation ehose shere are held by a single 

shareholder or a closely knit group of shereholders is known as a close 

corporation. The shere are not traded publicly.17 

(Perusahaan Tertutup "Perusahaan korporasi dipegang oleh satu 

pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang erat saling 

terkait dikenal sebagai perusahaan tertutup. Tidak diperdagangkan secara 

terbuka). 

                                                             
16Ibid. 
17Ibid. 
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d. iProfesional Corporationi, “iA icorporation may ibe iorganized for ithe 

ipurpose of iconducting ia iprofesion.18
 i 

i (Perusahaan iiProfesional “isebuah iperusahaan dapat idiargonisir iuntuk 

tujuan imelakukan iprofesi) ii 

e. iNon iprofit corporation i “ iA non iprofit icorporation ( ior ian eleemosynary 

icorporation) iis ione ithat is iorganized ifor charitable   ior ibenevolent 

ipurpose, isuch ias certain ihospitali, ihomes and iuniversitiesi.19 Included 

iin iit itoo “ ieducational iinstitutions, icharitiesi, iprivat hospitali, ifratenal 

iorders, ireligious iorganization i,and iother itypes of inonprofit 

icorporations. 

(Perusahaan not profit “Perusahaan non profit (atau perusahaan 

eleemosynary) adalah perusahaan yang dikelola untuk tujuan amal atau 

kebajikan, seperti rumah sakit, rumah dan ketidakmampuan tertentu. 

Termasuk didalamnya juga "lembaga pendidikan, badan amal, rumah 

sakit swasta, perintah fratenal, organisasi keagamaan, dan jenis 

perusahaan non profit lainnya). 

iKorporasi sebagai ibadan hukum ikeperdataan idi indonesia idapat 

idiperinci dalam ibeberapa igolongan, idilihat idari cara imendirikan idan 

peraturan iperundangi-undangan isendiri iyaitu: 

a. Korporasi iegoistis, iyaitu ikorporasi yang imenyelenggarakan kepentingani-

ikepentingan ipara anggotanyai, iterutama kepentingan iharta ikekayaan 

misalnya ipersoaran iterbatas, iserikat ikerja. 

                                                             
18Ibid. 
19Ibid 
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b. iKorporasi yang ialturuistisi, yaitu ikorporasi iyang itidak 

imenyelenggarakan ikepentingan para ianggotanya i,seperti 

iperhimpunan iyang imemperhatikan nasib iorang i-orang 

itunanetra i,tunarungu i, ipenyakit iTBC, ipenyakit ijantung, ipenderita 

icacat i, taman isiswa i, imuhammadiyah, idan isebagainya. 

iI. iS iSusanto mengemukakani, isecara iumum korporasi imemiliki ilima 

iciri, iiyaitu: 

a. iMerupakan subjek ihukum ibuatan yang imemiliki ikedudukan ihukum 

khususi. 

b. iMemiliki jangka iwaktu ihidup iyang terbatasi. 

c. iMemperoleh kekuasaan i (dari inegarai) iuntuk melakukan ikegiatan ibisnis 

itertentu. 

d. iDimiliki oleh ipemegang isaham.20 

e. iTanggung ijawab pemegang isaham terhadap ikerugian ikorporasi 

ibiasanya sebatas isaham iyang dimiliki. 

iBadan hukum i (irechtspersoon, ilegal iperson, ipersona imoralisi, legal 

ientityi) adalah isubjek ihukumi. Subjek ihukum imenurut Sudikno iMertukusumo 

iadalah isegala sesuatu iyang idapat imemperoleh hak idan ikewajiban idari 

hukum ihanyalah imanusiai. iJadi, imanusia ioleh hukum idiakui isebagai 

penyandang ihak idan ikewajiban, isebagai isubjek ihukum atau isebagai 

iorang.21 iBahkan ijanin iyang masih iada idalam ikandungan seseorang iwanita 

                                                             
20Susanto, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi, Makalah Pada 

Penataran Hukum Pidana Dan Krimonologi, FH UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 23-30. 
21

iSudikno Mortokusumoi, Mengenal iHukum iSuatu Pengantari, iLiberty, iYogyakartai, 
1999i, ihlm. i67i. 
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idalam berbagai itatanan ihukum moderni, isudah idipandang sebagai isubjek 

ihukum isepanjang kepentingannya imemerlukan ipengakuan idan 

perlindungan ihukum.22 

3. Korporasi sebagai Subjek iHukum 

iDalam kenyataan ikemasyarakatan idewasa iinii, ibukan ihanya manusia 

iyang oleh ihukum idiakui sebagai isubjek ihukum untuk imemenuhi ikebutuhan 

imanusia itu isendiri ikini dalam ihukum ijuga diberikan ipengakuan isebagai 

isubjek ihukum pada iyang ibukan imanusia itu idisebut ibadan ihukum (iLegal 

iPersoni). Jadi ibadan ihukum adalah ipendukung ihak idan kewajiban 

iberdasarkan ihukum iyang bukan imanusiai, iyang dapat imenuntut iatau dapat 

idi ituntut isubjek hukum ilain idi muka ipengadilani. iCirii-ciri idan isebuah badan 

ihukum iyaitu: 

a. iMemiliki ikeyakinan isendiri yang iterpisah idari ikekayaan orangi-iorang 

iyang menjalankan ikegiatan idari badani-ibadan ihukum tertentui; i 

b. iiMemiliki hak idan ikewajiban yang iterpisah idari hak idan ikewajiban orangi-

iorang iyang menjalankan ikegiatan ibadan hukum itersebuti; 

c. iMemiliki tujuan itertentui; 

d. iBerkesinambungan (imemiliki ikontitunitas) idalam iarti ikeberadaannya 

tidak iterikat ipada orangi-iorang tertentui, ikarena ihak dan ikewajibannya 

itetap iada imeskipun orangi-orang itertentui, karena ihak idan kewajibannya 

itetap iada imeskipun orangi-iorang yang imenjalankannya iberganti.23
 i 

                                                             
i
22

iMochtar iKusumaatmadja dan iB iarief sidartai, iPengantar iIlmu Hukumi, iSuatu 
Pengenalan iPertama iRuang Lingkup iBerlakunya iIlmu iHukum , iBukuli, Almunii,  iBandungi, 
2000i, ihlm. i80-i81. 

23Ibid., hlm. 80-83. 
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iBadan ihukum dapat ipula idibedakan atas idua ijenis, iyakni iBadan 

Hukum iPublik idan Badan iHukum iPrivati. Di iIndonesia ikriteria yang idipakai 

iuntuk menentukan isesuatu ibadan ihukum itermasuk ibadan hukum ipublik 

iatau itermasuk badan ihukum iprivat ada idua ijenis: 

a. iBerdasarkan terjadinyai, ijenis iyakni badan ihukum iprivat ididirikan oleh 

iperorangani, isedangkan badan ihukum ipublik didirikan ioleh 

ipemerintahi/negarai.  

b. iBerdasarkan ilapangan kerjanyai, iyakni apakah ilapangan ipekerjaanya 

untuk ikepentingan iumum iatau tidaki, ikalau ilapangan pekerjaanya 

ikepentingan iumum imaka badan ihukum itersebut merupakan ibadan 

ihukum ipublik. iTetapi ikalau lapangan ipekerjaanya iuntuk ikepentingan 

perorangani, imaka ibadan hukum iitu itermasuk badan ihukum iprivat.24 

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas 

nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. 

 iMengenai kedudukan isebagai ipembuat idan isifat 

pertanggungjawaban ipidana ikorporasi, iterdapat imodel ipertanggunjawaban 

ipidana sebagai iberikut:25 

                                                             
24Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1999, hlm. 150. 
25Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada 

Media, Jakarta, 2010, hlm. 86.  
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a. iPengurus korporasi isebagai ipembuat dan ipenguruslah yang 

ibertanggungjawabi. i 

b. iKorporasi sebagai ipembuat idan pengurus ibertanggungjawab. i 

c. iKorporasi isebagai pembuat ijuga isebagai bertanggungjawabi. 

iDalam ihal pengurus iikorporasi sebagai ipembuat dan ipengurus iyang 

bertanggungjawabi, ikepada pengurus ikorporasi idibebankan kewajibani-

ikewajiban tertentui. iKewajiban yang idibebankan iitu sebenarnya iadalah 

ikewajiban ikorporasi. iPengurus iyang tidak imemenuhi ikewajiban itu idiancam 

idengan pidanai. iDasar pemikirannya iadalah ikorporasi itu isendiri itidak idapat 

idipertanggungjawabkan iterhadap suatu ipelanggarani, tetapi iselalu 

ipenguruslah  iyang imelakukan idelik iitu, idan ioleh karenanya ipenguruslah 

iyang diancam ipidana idan idipidana.26 

Dalam ihal ikorporasi sebagai ipembuat idan penguruslah iyang 

ibertanggungjawab, imaka iditegaskan bahwa ikorporasi mengkin isebagai 

ipembuat. iPengurus iditunjuk  sebagai iyang ibertanggungjawab ikarena dianggap 

isebagai ialat pelengkap ikorporasi menurut iwewenang iberdasarkan ianggaran 

dasarnyai. iTindak pidana iyang idilakukan ioleh korporasi iadalah itindak ipidana 

yang idilakukan ioleh iseseorang tertentu isebagi ipengurus dari ibadan ihukum 

tersebuti. iSifat iyang imenjadikan tindak ipidana itersebut ialah ionpersoonlijki. Orang 

iyang imemimpin korporasi ibertanggungjawab ipidana terlepas idari iapakah dia 

imengetahui iatau itidak tentang idilakukannya iperbuatan itui.27
 i 

                                                             
26Roeslan Saleh, Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 

1984, hlm.50. 
27Muladi, Op.Cit, hlm.89. 
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iKorporasi sebagai ipembuat ijuga isebagai yang ibertanggungjawab 

imotivasinya adalah idengan imemperhatikan iperkembangan korporasi iitu 

isendiri, iyaitu ibahwa iternyata untuk ibeberapa idelik tertentu iditetapkan 

ipengurus saja isebagai iyang idapat dipidana  iternyata itidaklah icukup. iDalam 

idelik iekonomi ibukan mustahil idenda iyang idijatuhkan ikepada pengurus 

idibandingkan idengan ikeuntungan iyang diperoleh ikorporasi idengan 

melakukan iperbuatan iitu, iatau ikerugian iyang iditimbulkan dalam 

imasyarakati, atau iyang ididerita oleh isaingannyai, ijustru ilebih ibesar dari 

idenda iyang dijatuhkan isebagai isanksi pidanai.  iDipidananya ipengurus tidak 

imemberi ijaminan iyang cukup ibahwa ikorporasi tidak isekali ilagi imelakukan 

perbuatan iyang idilarang undangi-iundang.28 

iDi Indonesia iterdapat 18 iUndangi-Undang ipidana idiluar iKUHP yang 

imemuat idasar teoritis ipenentuan itindak pidana ikorporasi iatau hanya 

imemuat idasar iteoritis sistem ipertanggungjawaban ipidana ikorporasi, iyang 

isalah isatunya adalah iPasal i116 iayat (i1i) Undangi-iUndang iNo. i32 iTahun 

i2009 tentang iPerlindungan idan iPengelolaan Lingkungan iHidupi. i 

Dalam iteori iidentifikasii, korporasi idapat imelakukan tindak ipidana 

isecara langsung imelalui iorang yang isangat iberhubungan erat idengan 

ikorporasi idan dipandang isebagai ikorporasi iitu sendirii. iPerbuatan yang 

idilakukan oleh ianggotai-ianggota tertentu idari ikorporasi, iselama iperbuatan 

iitu iuntuk idan/iatau iatas inama korporasii, idianggap isebagai perbuatan 

ikorporasi iitu isendiri, isehingga iketika iperbuatan tersebut imengakibatkan 

                                                             
28Ibid, hlm. 90 
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iterjadinya ikerugian, iatau idengan kata ilaini, jika ianggota itersebut imelakukan 

itindak ipidana, isesungguhnya itindak ipidana itu imerupakan itindak ipidana 

yang idilakukan ioleh ikorporasii, sehingga ikorporasi ijuga bisa idimintai 

ipertanggungjawaban iatas itindak pidana iyang idilakukani. 

iMenurut ajaran ipelaku ifungsional, idalam lingkungan iekonomi 

ipembuat (ikorporasii) tidak iperlu iselalu melakukan iperbuatan itu isecara ifisik, 

itetapi ibisa saja iperbuatan iitu dilakukan ioleh ipengurusnya, iasal isaja 

perbuatan iitu imasih dalam iruang ilingkup ifungsi-ifungsi idari kewenangan 

ikorporasii. iTetapi karena ikorporasi itidak bisa imelakukan iperbuatan iitu 

sendirii, iperbuatan itu idialihkan ikepada ipengurus ikorporasi  berdasarkan 

iketentuan iyang isecara tegas itercantum idalam anggaran idasar idan 

anggaran irumah itanggai. Jika ipengurus itersebut imelakukan suatu 

iperbuatan iyang dilarang ioleh ihukum i (perbuatan ipidanai), isesungguhnya 

perbuatan iitu imerupakan tindak ipidana iyang ihakikatnya dilakukan ioleh 

ikorporasi.29
 i 

iDalam model ipertanggungjawaban ipidana korporasii, idikenal adanya 

ipertanggungjawaban ipengganti i (vicarious iliabilityi), yaitu iapabila ikorporasi 

imelakukan tindak ipidana imaka penguruslah iyang ibertanggungjawabi. 

iKeberadaan ipertanggungjawaban pengganti ipada idasarnya iadalah iuntuk 

menjawab ipertanyaan iapakah terhadap iseseorang itersebut dapat 

idipertanggungjawabkan secara ipidana iatas tindak ipidana iyang idilakukan 

oleh iorang ilain. iDengan iperkataan lain iapakah iperbuatan dan ikesalahan 

                                                             
29 Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Raja Grafindo Husada, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 173. 



25 

isesorang itu idapat idimintakan pertanggungjawabannya ikepada iorang laini. 

iPertanyaan iini muncul ikarena ipada dasarnya  ipertanggungjawaban 

imerupakan hal ipribadi.30 

Adapun pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 6 

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa: 

a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali 
korporasi 

b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
korporasi 

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 
perintah; dan 

d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi 
 

5. Sanksi Pidana Korporasi  

iDengan diterimanya ikorporasi isebagai subjek ihukum ipidana yang 

idinilai idapat melakukan itindak ipidana idan mempertanggungjawabkan 

iperbuatannya isecara pidana i, isudah tentu iakan imenimbulkan 

konsekuensi ilebih ilanjut yaitu iberkaitan idengan ipidana dan ipemidanaan 

ibagi korporasii. iMenurut iH.Setiyono idalam bukunya  iberjudul i 

“ iKejahatan Korporasi iAnalisis iViktimologi iDan Pertanggungjawaban 

iKorporasi iDalam Hukum iPidana i” imenyatakan bahwa ipemidanaan 

imerupakan isalah satu isarana iuntuk menanggulangi imasalah i- imasalah 

sosial idalam imencapai itujuan iyaitu kesejahteraan imasyarakat i. Oleh 

isebab iitu i, dengan ipenggunaan isanksi iyang berupa isanksi ipidana 

                                                             
30Hasbullah iF. iSjawiei, iPertanggungjawaban Pidana iKorporasi iPada iTindak Pidana 

iKorupsii, Prenada iMediai, Jakartai, i2015, ihlm. 28. 
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iterhadap kejahatan ikorporasi iyang penuh imotif iekonomi harus 

idipertimbangkan ibenar urgensinya i.31 

Mengutip iipendapat dari iPeter iGillies yang imenyatakan ibahwa i “ iin 

most icases ithe ipunishment visited iupon ithe icorporation will ibe ifine i” 

( idibanyak ikasus, ipidana iyang dapat idijatuhkan iterhadap isuatu 

ikorporasi hanyalah ipidana idenda i). i 

iHal isenada juga idikemukakan ioleh Loebby iLoqman iyang 

menyatakan ibahwa i: 

iTidak isemua jenis ipidana iyang terdapat ididalam iperaturan 

perundang i- iundangan pidana idapat iditerapkan iterhadap korporasi i. 

iPidana mati i, ipidana penjara i, idan pidana ikurungan ipada idasarnya tidak 

idapat idijatuhkan pada ikorporasi i. iYang imungkin dijatuhkan ipada 

ikorporasi adalah ipidana idenda. iNamun idemikian, iselain ipidana denda 

ijuga iterhadap korporasi idapat idiberikan tindakan iuntuk imemulihkan 

ikeadaan seperti isebelum adanya ikerusakan ioleh perusahaan i. iSesuai 

dengan iperkembangannya i, ganti irugi ijuga dapat idijatuhkan ipada 

korporasi  isebaga ijenis pidana ibaru i. iGanti kerugian iini idapat berupa 

iganti ikerugian iterhadap korban i, idapat pula iberupa ipengganti ikerusakan 

yang itelah iditimbulkan.32 

Dalam iperkembangan imutakhir i, sanksi ipidana sebagaimana 

idikemukakan idiatas i (pidana idenda idan pidana iganti  ikerugian dalam 
                                                             

31H.Setiyono, “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban 
Korporasi Dalam Hukum Pidana”, 2003, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Banymedia 
Publishing, Malang, hlm. 116-117. 

32Lobby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian, Dtacom, 
Jakarta, 2002, hlm. 34-35. 
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irangka ipemulihan dampak ikejahatan i) dinilai itidak isebanding idengan 

akibat iyang ditimbulkan ioleh itindak ipidana korporasi idan idinilai tidak 

idapat imencegah dilakukannya itindak ipidana iserupa baik ioleh ikorporasi 

iyang bersangkutan iataupun ikorporasi ilainnya i. 

iMerumuskan isanksi pidana ididalam iKUHP idikenal dengan isistem 

idua ijalur ( idouble itrack isystem) iyaitu isebuah istelsel pemidanaan 

idisamping ipenjatuhan isanksi pidana idikenal ijuga itindakan yang idapat 

idikenakan ikepada pelaku itindak ipidana. iHal iini idiatur secara itegas 

idalam iPasal i10 KUHP iyang iberbunyi: 

iPidana terdiri iatasiz: 

a. iPidana iPokok 

1) iPidana Mati i 

2) iPidana iPenjara 

3) iKurungan i 

4) iDenda 

5) iPidana Tutupan i ( iBerdasarkan Undang i- iUndang No i.20 Tahun 

1946 iBerita iRI II iNo i.247 i) 

b. iPidana Tambahan 

1) iPencabutan Hak i- iHak Tertentu i 

2) iPerampasan iBarang i- iBarang iTertentu 

3) iPengumuman Keputusan iHakimi
33 

                                                             
33Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 
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Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi seakan 

memberikan titik terang bagi aparat penegak hukum, karena dimuatnya 

mekanisme pemidanaan korporasi, PERMA tersebut juga memberikan 

pedoman bagi para hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap 

korporasi. 

Hakim Agung juga mantan ketua tim kelompok kerja penyusunan 

PERMA kejahatan korporasi Prof Surya Jaya mengatakan, sanksi 

pidana korporasi terdiri dari pidana pokok berupa denda dan/atau 

pidana tambahan, seperti uang pengganti, penutupan perusahaan, 

ganti rugi, dan restitusi. 

Ada banyak kebijakan legislasi idalam peraturan iperundangii-

iundangan yang iberlaku idi Indonesiai, yang mengatur tentang jenis sanksi 

pidana terhadap korporasi, salah satunya Undang-Undang No.8 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  

Pencucian Uang dimana disparitas sanksi pidana yang dapat dikenakan 

terhadap korporasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni 

pidana pokok berupa denda maksimal Rp 100.000.000.000 dan pidana 

tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian 

atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, 

pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi, perampasan aset korporasi 

untuk negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara. 
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B. Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Istilah ipencucian iuang iberasal idari bahasa iInggrisi, yakni i “imoney 

launderingi”. iJika imelihat pengertian imoney ilaundering iyang diartikan 

isecara iterpisah iakan mendapatkan ikata imoney idan ilaunderingi.  Sehingga 

ikata imoney (inoun) idalam iKamus iLengkap Inggrisi-iIndonesiai: i “iMoney 

adalah iuang i “idan arti iLaundering iberasal idari ikata dasar iLaundry i (iverbi) 

idalam iKamus iLengkap Inggrisi-iIndonesiai: i “Laundry iadalah ipencuciani; 

icucian”34
 i 

iKata iMoney laundering ijika idigabungkan iakan imenjadi suatu iistilah 

idan iakan imemperoleh pengertian isebagai ikata ikerja (iiverb) iyaitu 

“iPencucian iUang” iyang idiartikan lebih iluas lagi iadalah iuang iyang telah 

idicucii, idibersihkan, iatau idiputihkani. 

Menurut S.R Sjahdeni iPencucian iUang iatau Money iLaundering 

adalah irangkaian ikegiatan iyang merupakan iproses iyang dilakukan ioleh 

iseseorang iatau organisasi iterhadap iuang iharam, iyaitu iuang iyang berasal 

idari itindak pidanai, idengan maksud iuntuk imenyembunyikan iatau 

menyamarkan iasali-iusul uang itersebut idari pemerintah iatau iotoritas iyang 

berwenang imelakukan ipenindakan iterhadap tindak ipidanai, idengan cara ilain 

idan iterutama memasukkan iuang itersebut ikemudian idapat dikeluarkan idari 

isistem ikeuangan itu isebagai iuang iyang ihalali.35 iSedangkan menurut iBlack 

iLaw Dictionary ipencucian iuang (imoney ilaunderingi) diartikan isebagai iistilah 
                                                             

34S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia 
Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan, C.V Hasta, Malang, hlm. 117. 

35S. Wijowasito-Tito Wasito. Ibid., hlm. 117. 
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yang idigunakan iuntuk imenjelaskan investasi iatau itransfer uang ihasil idari 

ikorupsi, itransaksi iobat ibius, idan isumber-isumber iilegal ilainnya ike idalam 

ialiran yang ilegali/sah isehingga isumber iyang iaslinya itidak dapat iditelusuri.36 

iM. iGiovanoli dari iBank ifor International iSettlement imengatakan 

ibahwa pencucian iuang merupakan isalah isatu prosesi, iyang idengan cara iitu 

iaset terutama iaset tunai iyang idiperoleh idari tindak ipidana, idimanipulasikan 

isedemikian irupa sehingga iaset itersebut seolahi-iolah dari isumber iyang 

isah.37
 i 

iSecara umum ipencucian iuang dapat idirumuskan isebagai suatu 

iproses idimana seseorang imenyembunyikan ipenghasilannya iyang iberasal 

idari isumber iilegal dan ikemudian imenyamarkan penghasilan itersebut iagar 

tampak ilegal i (imoney ilaundering iis the iproces iby iwhich once iconceals ithe 

iexistence of iit’s iillegalssources, ior iit illegal iapplication iof income iand ithe 

disquises ithat iincome, ito imakeit iappear legimatei).  iDengan perkataan ilain 

iperumusan tersebut iberarti isuatu proses imerubah iuang haram (idirty 

moneyi) iatau uang iyang idiperoleh idari aktivitas iilegal imenjadi halal i 

(ilegimate imoney).38 

Dalam iPasal i3, iPasal i4, idan iPasal i5 Ayat i (i1) iUndangi–iUndang 

Nomor i8 iTahun i2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

iPidana iPencucian iUang, ipengertian pencucian uang (money ilaundering) 

adalah i: 

                                                             
36Tri  Andrisman, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2010, hlm. 98. 
37Tri  Andrisman, Ibid., hlm. 10. 
38Suparapto, Money Laundering, Warta BRI , hlm. 8. 
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Pasal 3  

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan 
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 
Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “ 
 
Pasal 4  
 
“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian 
Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “ 
 
Pasal 5 Ayat (1) 
 
“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

2. Tindak Pidana Dasar Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

Adapun tindak pidana dasar dalam tindak pidana pencucian uang 

terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni: 

a. Korupsi 

b. Penyuapan 
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c. Narkotika 

d. Psikotropika 

e. Penyelundupan tenaga kerja 

f. Penyelundupan migran 

g. Di bidang perbankan 

h. Di bidang pasar modal 

i. Di bidang perasuransian 

j. Kepabeanan 

k. Cukai 

l. Perdagangan orang 

m. Perdagangan senjata gelap 

n. Terorisme 

o. Penculikan 

p. Pencurian 

q. Penggelapan 

r. Penipuan 

s. Pemalsuan uang 

t. Perjudian 

u. Prostitusi; 

v. Di bidang perpajakan 

w. Di bidang kehutanan 

x.  Di bidang lingkungan hidup 

y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau  



33 

z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) 

tahun atau lebih. 

3. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

Jenis-jenis pidana dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam 

Pasal 7 Ayat (2)  Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan 

bahwa: 

 “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau 
seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; d. 
pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset 
Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi 
oleh negara.” 
 

a. iPengumuman iputusan hakimi;  i 

Pengumuman iputusan ihakim sebagai isuatu sanksi ipidana iberbeda 

dengan ipemberitahuan idalam surat i-surat ikabar i. Dalam ikonteks 

ipidana tambahan i, ipengumuman putusan ihakim idibiayai terpidana i, 

idan imemiliki tujuan ipreventif i.39 Menurut iUtrecht i, pengumuman 

iputusan ihakim sebagai isanksi itambahan adalah ipublikasi iekstra 

idengan tujuan iuntuk imemberitahukan kepada imasyarakat iagar 

berhati i- ihati iidengan pelaku ikejahatan.40 iPutusan iyang idimaksud 

adalah iputusan iakhir/ ivonisi, bukan iputusan isela/ ipenetapan i. Dalam 

isistem ipemidanaan di iIndonesia, ipengumuman iputusan ihakim 

                                                             
39Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 198. 
40Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 

1999, hlm. 341. 
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diatur isebagai isalah satu ipidana itambahan yang idiatur idalam 

iPasal 10 iKUHPi. 

iSebagai isebuah ipidana tambahani, ipengumuman putusan ihakim iini 

tidak idapat idijatuhkan pada isemua itindak ipidanai. iMenurut Mardjono 

iReksodiputroi, karena itujuannya iyang menganggu iatau imerusak inama 

baik isesorang idalam masyarakati, imaka ipidana tambahan iini ihanya 

idapat dipertimbangkan ioleh ihakim apabila imemang ihal tersebut 

idiancamkan idalam irumusan tindak ipidanai.41 Tidak idibenarkan iuntuk 

menjatuhkan ipidana ipokoki, iyang tidak idiancamkan idalam pasal itindak 

ipidana iyang ibersangkutan. 

b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;  

Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan hakim untuk 

selamanya, maka putusannya bukan merupakan pembekuan semua 

kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa 

pencabutan izin usaha. 

c. Pencabutan izin usaha;   

Pencabutan izin usaha dilakukan apabila terdapat kondisi yang semakin 

memburuk atau masalah internal usaha lainnya yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pemegang saham. 

d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;  

Bubarnya korporasi hakikatnya sama dengan pidana mati terhadap 

korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat 

                                                             
41Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan karangan Buku 

keempat, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 64. 
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dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah 

likuidasi atas aset korporasi yang bubar itu. 

e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau  

Perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset 

korporasi.Perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham. 

f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara. 

Pengambilalihan korporasi oleh negara dapat dimaknai bahwa seluruh 

saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara 

mengambil alih baik aset maupun utangnya. 

C. Perampasan Aset 

1. iPengertian Perampasan iAset  

iAset berasal iidari bahasa iInggris iyaitu “iasseti” yang iberarti iharta atau 

ibarang iyang imemiliki nilai idengan idimiliki secara ihak idan tidak idapat 

idigunakan selain ioleh yang imenguasainyai.42 iDalam Kamus iBesar iBahasa 

iIndonesia, idefinisi iaset imengandung arti iyang iimemiliki nilai itukari;modali; 

ikekayaan.43 

iSesuai dari iasal ikata dan ipengertiannya iyang imenggunakan ikosakata 

bahasa iinggris i “iasset”, isecara iperbandingan iilmu hukum idefinisi i “iasseti” 

menurut isistem ihukum iangloi-saxon idapat idilihat ipada iBlack’s Law 

iDictionary iyang imengatakan ibahwa asset iadalahi:44 

                                                             
42Wahyudi  Hafiluddin Sadeli,Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga 

Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24. 
43Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4. 
44Purwaning M.Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT Alumni, Bandung, 

2007, hlm. 102. 
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“(1) an item that is owned and has value, (2) (pl.) the entries of 
property owned, including cash, inventory, real estate, account 
receivable, and goodwill . 3. (pl) all the property of a person (esp. a 
bankrupt or deceased  person) available for paying debts. 
 
Yang diterjemahkan secara bebas yaitu: 1. aset merupakan bagian dari 

isesuatu yang iidimilikii/ dikuasai idan imemiliki suatu inilaii; i2. iBenda iberwujud 

yang idikuasai iatas hak imiliki, itermasuk uangi, ipersediaan, iperalatani, 

iperumahan, ipiutang, idan ibenda iyang itidak berwujud iseperti iitikad baiki; i3i. 

Semua ikekayaan iyang dimiliki iseseorang i (ikhususnya untuk iorang iyang 

itelah pailit iatau imeninggal duniai) iyang idapat dipergunakan iuntuk 

imembayar utangi.45 

iPengertian aset ipada ranah ihukum idi Indonesia ididasarkan iatas apa 

iyang itelah iditentukan oleh iperaturan perundangi-iundangani. Secara 

ikonsepsi ipada pengertian iaset iadalah ibenda atau ibarang iyang 

dimilikii/idikuasai berdasarkan hak.46 

iTentunya pengertian iaset idi idalam ihukum Indonesiai, telah iidiatur 

idalam isistem hukum iperdata idi Indonesia iyang idituangkan di idalam Kitab 

iUndangi- iUndang Hukum iPerdata (KUHPeri) ibuku iKedua tentang 

iKebendaani. Dikatakan ibahwa iyang dinamakan ikebendaan iialah itiap-itiap 

ibarang dan itiapi-tiap ihak iyang idapat dikuasai ioleh ihak imilik. i
47

iDari definisi 

itersebut idapat dilihat ibahwa ipengertian ibenda ialah isegala isesuatu iyang 

dapat idihaki iatau idijadikan iobjek hak imiliki, ijadi cakupannya isangat iluas 

                                                             
45Wahyudi Hafiluddin Sadeli, Impilikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga 

Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24-25. 
46Wahyudi Hafiluddin Sadeli.,Ibid.hlm.25. 
47Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subketi dan 

Tjitrosudibbio, Pradnya Paramita, Jakarta , 2008, Psl. 499. 
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ikarena di idalam idefinisi benda i (izaak), idi idalamnya terdapat iistilah ibarang i 

(goedi) idan hak (irecht).48 

iKUHAP dalam ipengaturannya itidak menyatakan iaset idi dalam 

ipengaturannyai, iakan tetapi iKUHAP imemberikan sebuah idefinisi iyang sama 

idengan ipengertian aset idengan imenggunakan iistilah “ibendai”. Hal iini 

idirumuskan idi dalam iPasal i1 iAngka (16)i, iyaitu ipenyitaan adalah 

iserangkaian itindakan ipenyidik untuk imengambil ialih idan atau imenyimpan idi 

ibawah ipenguasaannya benda ibergerak iatau itidak bergeraki, iberwujud iatau 

tidak iberwujud iuntuk ikepentingan pembuktian idalam ipenyidikani, 

penuntutani, idan iperadilan. 

Menurut iBrenda iGrantland idefinisi perampasan iaset iyang di idalam 

bahasa iInggris iadalah iasset forfeiture iadalah suatu iproses idi imana 

ipemerintah secara ipermanen imengambil iproperti idari pemiliki, itanpa 

membayar ikompensasi iyang adili, sebagai hukuman iuntuk ipelanggaran yang 

idilakukan ioleh properti iatau ipemilik.49 iDari idefinisi itersebut dapat idilihat 

ibahwa perampasan iaset imerupakan suatu iperbuatan iyang permanen 

isehingga iberbeda dengan ipenyitaan iyang imerupakan perbuatan 

isementarai, karena ibarang iyang disita iakan iditentukan oleh iputusan iapakah 

idikembalikan kepada iyang iberhaki, idirampas iuntuk inegarai, dimusnahkan 

iatau itetap iberada di ibawah ikekuasaan jaksai. iSedangkan idi dalam 

iperampasan iaset iberarti sudah iterdapat iputusan yang imenyatakan 
                                                             

48Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan 
Kenikmatan, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 19. 

49Brenda Grantland, Asset Forfeiture: Rules and 
Procedures,http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm,diakses tanggal 9Juni 
2020, page.1. 
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imengambil iproperti dari ipemilik itanpa membayar ikompensasi iyang iterjadi 

karena ipelanggaran ihukum. ii 

Di idalam konteks iupaya ipaksa yang idilakukan iterhadap rekening 

ibanki, terdapat idefinisi idari penyitaan iaseti. iPenyitaan aset iadalah iupaya 

paksa isementara iuntuk imengambil alih ipenguasaan iatas isejumlah uang 

iatau idana iyang ada ipada isuatu rekening ibanki.50 iDari definisi itersebuti, 

terlihat ibahwa iperbedaan iantara penyitaan iaset idan perampasan iaset 

iterletak ipada bentuk ipenguasaan iterhadap aset iitu isendiri. 

2. Tujuan iPerampasan Aseti 

iPerampasan aset isecara iin personam iyang merupakan itindakan iyang 

ditujukan ikepada idiri ipribadi seseorang isecara persona (iindividu), ioleh 

ikarena itu imembutuhkan ipembuktian mengenai ikesalahan terdakwa iterlebih 

dahulu isebelum imerampas aset idari iterdakwa. iSedangkan itujuan dari 

iperampasan iaset isecara in irem iadalah untuk imenentukan istatus dari iaset 

itersebut dibandingkan iuntuk imembuktikan kesalahan idi idalam suatu itindak 

ipidana. iHal itersebut bukan imerupakan isuatu penghukumani, imelainkan 

imerupakan isuatu mekanisme iuntuk imeminta pengadilan iuntuk menentukan 

istatus iikepemilikan dari iaset itersebuti. i 

Kedua ijenis iperampasan aset itersebut imempunyai idua tujuan iyang 

isamai. Pertamai, imereka yang imelakukan ipelanggaran hukum itidak 

idiperbolehkan untuk imendapatkan ikeuntungan dari ipelanggaran ihukum 

yang iia ilakukani. Hasil idan iinstrumen dari isuatu itindak ipidana harus 

                                                             
50Ivan Yustiavandana, Arman Nefi danAdiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang 

DiPasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 232. 
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idirampas idan idigunakan untuk ikorban I (negara iatau isubjek hukumi). 

iKeduai, pencegahan ipelanggaran ihukum dengan icara imenghilangkan 

ikeuntungan ekonomi idari ikejahatan idan mencegah iperilaku kejahatan. 

D. Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda 

Pidana atau straf  dapat diartikan sebagai suatu penderitaan suatu alat 

belaka untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pemidanaan atau penghukuman 

pada intinya adalah menetapkan hukum untuk suatu peristiwa.51 Pasal 10 

KUHP, menentukan bahwa pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, 

yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.52 

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang 

terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga 

pemasyarakatan dan orang itu harus semua peraturan tata tertib yang diatur 

dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan 

dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan 

dibandingkan dengan pidana penjara.53  

Pidana kurungan pengganti pidana denda hampir sama dengan 

pidana kurungan. Pidana kurungann pengganti pidana denda ini biasanya 

dijatuhi oleh hakim bersamaan pidana denda. Hakim harus dengan jelas 

menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta 

dengan lamanya kurungan yang harus dijalani terdakwa, apabila ia tidak 

                                                             
51P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm.35 
52 Ibid. 
53Ibid.hlm.70 
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dapat melunasi denda yang ditetapkan.54 Pidana kurungan pengganti pidana 

denda diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) hingga Ayat (6) KUHP. Mengenai 

bagaimana penentuan lamanya suatu pidana kurungan pengganti pidana itu 

dijatuhkan, telah dinyatakan dalam Pasal 30 Ayat (4) KUHP, yang 

menyebutkan dalam putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah 

ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya 50 (lima puluh) sen atau 

kurang dari 50 (lima puluh) sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, 

apabila lebih dari 50 (lima puluh) sen, maka tiap 50 (lima puluh) sen akan 

dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih 

atau kurang 50 (lima puluh) sen. 

Pidana kurungan pengganti pidana denda  mengatur batas minimum 

ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Pidana ini dapat diperberat 

hinggga maksimum 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana berhubungan 

dengan samenloop van strafbare feiten, recidive atau tindak pidana yang 

dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.  

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP, pidana kurungan 

pidana pengganti denda juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang menyatakan bahwa: 

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana 
denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). ” 
 

                                                             
54Ibid.hlm.71 
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Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

menyatakan bahwa: 

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), pidana 
denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun 4 (empat) bulan.” 

 

Lebih lanjut Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang 

iPencegahan idan Pemberantasan iTindak iPidana iPencucian Uang 

imenyatakan bahwa: 

1) Dalam ihal iKorporasi tidak imampu imembayar ipidana idenda 
sebagaimana  iyang idimaksud dalam iPasal i7 iAyat (i1i) pidana 
idenda itersebut idiganti dengan iperampasan iharta ikekayaan 
milik ikorporasi iatau ipersonil pengendali ikorporasi iyang 
inilainya sama idengan iputusan ipidana denda iyang idijatuhkan. 
 

2) iDalam ihal ipenjualan iHarta kekayaan imilik iKorporasi yang 
idirampas sebagaimana idimaksud ipada iayat (i1i) tidak 
imencukupii, pidana ikurungan ipengganti denda idijatuhkan 
iterhadap ipersonil pengendali ikorporasi idengan 
imemperhitungkan denda iyang itelah idibayar. 
 

E. Pemulihan Korban Kejahatan 

iKorban (ivictimi) iadalah orang iyang imenanggung akibat idari terjadinya 

itindak ipidana. iMenurut iKamus Besar iBahasa iIndonesia (iKBBI), ikorban 

iadalah iorang atau ibinatang yang imenderita iakibat suatu ikejadiani, 

iperbuatan jahati.  iBerdasarkan Deklarasi iPrinsipi-Prinsip iDasar iKeadilan 

ibagi korban ikejahatan idan penyalahgunaan ikekuasaani, ikorban suatu 

iperbuatan iadalah iorang bukan ibinatangi, yang isecara 

iperseorangani/ikelompok telah imendapatkan ikerugian baik iluka ifisiki, luka 
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imentali, penderitaan iekonomi isosiali, kehilangan iharta ibenda atau 

iperusakan iyang besar iterhadap ihak idasar mereka imelalui itindakan atau 

ipembiaran yang itelah idiatur dalam ihukum ipidana yang idilakukan idalam 

inegara ihukum yang imelarang dalam ipenyalahgunaan ikekuasaan  i 

(Resolusi iPBB iNomor i40/i34 itanggal 29 iNovember i1985i).55 

iMenurut iPeraturan Pemerintah iNomor i44 iTahun 2008 itentang 

iPemberian Kompensasii, iRestitusi, idan iBantuan ikepada Saksi idan iKorban 

(iSelanjutnya idisebut PP iNoi.44 iTahun i2008), iyang idimaksud dengan ikorban 

iadalah seseorang iyang imengalami ipenderitaan fisiki, imental dani/iatau 

ikerugian ekonomi iyang idiakibatkan ioleh suatu itindak ipidana. iReparasi 

iadalah mekanisme ipemulihan ikorban yang idilakukan oleh inegara isebagai 

ibentuk ipengakuan atas ipelanggaran iterhadap ikorban, ikehilangan idan 

penderitaan iyang idialami korbani. i 

Menurut iTheo ivan Boven i, ireparasi adalah isegala ijenis 

penggantian ( iredress) iyang ibersifat material imaupun inon imaterial bagi 

ikorban ipelanggar hak iasasi imanusia i, tercakup iaspek idi dalamnya 

restitusii, ikompensasii, dan irehabilitasii.56 Reparasi iatau ipemulihan korban 

ikejahatan imerupakan itanggung jawab inegara iberupa imateriil dan inon 

imateriil. iMenurut iUsman iHamid  dan iPapang iHidayat, ireparasi iadalah 

ipemulihan kondisi ipelanggaran iHak Asasi iManusia  ikepada ikondisi 

sebelum ipelanggaran iHak Asasi iManusia itersebut iterjadi pada idirinyai. 

                                                             
55Warih Anjari, Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi, E-

Journal Widya Yustisia, Volume 1 No.1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 
Agustus 1945, Jakarta, hlm.62 

56Ibid. 
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Pemulihan iini imenyangkut kondisi ifisiki, ipsikis, iharta ibenda i, atau ihaki-

haki/istatus isosial politik ikorban iyang idirusak.  i 

iAdapun pengaturan pemulihan korban kejahatan berdasarkan 

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, menekankan perlindungan terhadap saksi 

dan pelapor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelapor atau ahli warisnya dapat menuntut 

ganti kerugian melalui pengadilan. Pelapor dan saksi diberikan perlindungan 

khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, 

jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.57 

F. Restitusi Atas Korban Tindak Pidana 

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti 

rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, 

namun bentuk ganti rugi baik restitusi maupun kompensasi belum dipahami 

secara luas oleh masyarakat indonesia. Restitusi yakni tuntutan ganti rugi 

dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku 

kejahatan.58 Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan 

semula (restutio in integrum) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan 

haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski 

didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. 

                                                             
57Ibid. Hlm.65 
58Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi, 

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.137. 
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Seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang 

disediakan oleh KUHAP yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 

dan setelah berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk 

mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK.  

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa: 

iRestitusi iadalah ganti ikerugian iyang diberikan iikepada ikorban iatau 
ikeluarganya ioleh ipelaku iatau ipihak iketiga.  
 

Menurut iPasal 7A Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa:59 

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: 
a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan 
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang 

berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau 
c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

 
Namun untuk memperolah hak-hak tersebut, harus ditetapkan dengan 

keputusan LPSK.  

Terkait dengan pemberian resitusi juga diatur dalam Pasal 20 

Peraturan Pemerintah iNoi.44 iiTahun 2008 iTentang iPemberian Kompensasii, 

iRestitusii, Dan iBantuan iKepada Saksi iDan iKorban iyang menyatakan 

ibahwa: 

                                                             
59Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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1. iKorban tindak ipidana iberhak memperoleh irestitusii 
2. iPermohonan untuk imemperoleh irestitusi sebagaimana 

idimaksud ipada Ayat i (i1) idiajukan ioleh ikorban, ikeluargai, iatau 
ikuasanya idengan surat ikuasa ikhusus 

3. iPermohonan iuntuk imemperoleh  restitusi isebagaimana 
idimaksud ipada ayat (i2) idiajukan secara itertulis idalam ibahasa 
indonesia idi iatas ikertas bermaterai icukup ikepada ipengadilan 
imelalui iLPSK. 

 
G. Teori iPenegakan iHukum 

1. iPenegakan Hukumi 

iPenegakan hukum idapat ijuga diartikan ipenyelenggaraan ihukum oleh 

ipetugas ipenegak hukum idan ioleh setiap iorang iyang mempunyai 

ikepentingan isesuai dengan ikewenangannya imasing-imasing imenurut aturan 

ihukum iyang berlakui. iPenegakan ihukum pidana imerupakan isatu ikesatuan 

proses idiawali idengan ipenyidikan, ipenangkapani, ipenahanan, iperadilan 

iterdakwa idan idiakhiri idengan pemasyarakatan iterpidana.60 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak 

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.61 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 

yang imempengaruhinya. iFaktori-ifaktor  itersebut mempunyai iarti iyang netrali, 

                                                             
60Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka 

Cipta , Jakarta, hlm.59 
61Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Rajawali, Jakarta, hlm.5 
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isehingga dampak ipositif iatau negatifnya iterletak ipada isi ifaktori-faktor 

itersebuti. iFaktor-ifaktor itersebut, iadalah isebagai iberikut. 

a. iFaktor ihukumnya sendirii, yang ididalam itulisan iini akan idibatasi ipada 

iundang-iundang isaja. 

b. iFaktor penegak ihukumi, yakni ipihaki-ipihak yang imembentuk imaupun 

menerapkan ihukum. 

c. iFaktor sarana iatau ifasilitas yang imendukung ipenegakan hukumi. 

d. iFaktor masyarakati, iyakni lingkungan idimana ihukum itersebut berlaku 

iatau iditerapkan. 

e. iFaktor kebudayaani, iyakni sebagai ihasil ikaryai, ciptai, idan irasa yang 

ididasarkan ipada ikarsa manusia idi idalam pergaulan ihidup.62 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 

daripada efektivitas penegakan hukum.  

Menurut iMoeljatno menguraikan iberdasarkan idari pengertian iistilah 

ihukum pidana iyang mengatakan ibahwa ipenegakan hukum iadalah ibagian 

dari ikeseluruhan ihukum yang iberlaku idisuatu negara iyang imengadakan 

iunsuri-iunsur idan aturani-iaturani, yaitui: 

a. iMenentukan iperbuatan-iperbuatan iyang tidak iboleh dilakukan idengan idi 

sertai iancaman iatau sanksi iberupa ipidana itertentu bagi ibarang siapa 

iyang imelanggar ilarangan tersebuti. i 

                                                             
62Ibid.hlm.8 
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b. Menentukan idan idalam ihal apa ikepada imereka yang imelanggar 

larangani-ilarangan iitu dapat idikenakan iatau idijatuhi pidana isebagaimana 

iyang itelah idiancamkan. 

c. iMenentukan dengan icara ibagaimana ipengena pidana iitu idapat 

dilaksanakan iiapabila orang iyang idisangkakan itelah melanggar ilarangan 

itersebut.  

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan, dalam penegakan hukum, 

yaitu:63 

a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit); 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiasiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharapkan adanya kepastian hukum sehinggan tercipta ketertiban 

terhadap masyarakat. 

b. Kemanfaatan (zweckmassigkeit); dan 

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum 

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai 

timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak 

hukum. 

c. Keadilan  

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya 

didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang 

                                                             
63Sudikno Mertokusumo 
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mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga 

menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. 

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. 

Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada 

penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang 

memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat 

pengendali sosial atau yang di kenal dengan istilah As a Tool of Social 

Engineering. 

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan 

maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan 

melalui beberapa tahap, yaitu:64 

a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. 

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat 

penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini 

disebut tahap kebijakan yudikatif. 

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit 

oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan 

eksekutif atau administratif. 

2. iLembaga Penegak iHukum idi Indonesiai 

a. iKepolisian 

                                                             
64Teguh Prasetyo &Abdul Halim, 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hlm. 111 
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Kepolisian iNasional iIndonesia disebut iidengan Kepolisian iNegara 

Republik iIndonesia iatau disingkat idenga iPolri. iPolri imempunyai imotto yakni 

iRastra iSewakotama yang iberasal idari Bahasa iSansakertai, iyang memiliki 

iarti iAbdi Utama ibagi iNusa iBangsai. iPolri dipimpin ioleh iseorang Kepala 

iKepolisian iNegara Republik iIndonesiai.65
 i 

iKepolisian Republik iIndonesia (iPolrii) imemiliki perannya isendiri iuntuk 

ikut iberkontribusi idalam penegakan ihukum, iyakni: 

1) Perlindungan masyarakat 

2) Penegakan hukum 

3) Pencegahan pelanggaran hukum 

4) iPembinaan keamanan idan iketertiban imasyarakat. i 

iDari peran itersebut imaka Polri idapat idikatan imemiliki peran iganda 

sebagai ipekerja isosial yang ibekerja idalam ibidang sosial idan 

ikemasyarakatan serta isebagai ipenegak hukum idalam isistem peradilan 

ipidanai.66
 i 

Polisi imemiliki itanggung ijawab untuk imenindak ipelaku-ipelaku 

ikejahatan atau imelakukan iupaya ipreventif iagar itercipta situasi iyang iaman 

dan itenterami. Polisi iterutama idibutukan iketika terjadi ipermasalahan isosial 

yag imerugikani. iKarena tanggungjawabnya iitulah ipolisi memiliki iketerlibatan 

ilangsung idalam efektifnya ipenegakan ihukum idi ilingkungan imasyarakat. I 

 

 

                                                             
65Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam https://id.wikipedia.org, 

diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 
66Barda Nawawi Arief, 2013, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, hlm. 5 
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b. iKejaksaan  

iKejaksaan iadalah iinstansi negara iyang imenjadi iperpanjangan tangan 

inegara dalam ibidang ipenuntutan idi lingkungan iperadilan iumumi. Kejaksaan 

imemiliki ikewenangan lain  iberdasarkan iundang-iundang iyakni ikejaksaan 

memiliki ikendali iatau proses iperkara (Dominus iLitisi) dan imemiliki 

ikewenangan iuntuk melaksanakan iputusan ipidana (iExecutive iAmbtenaari). 

Kejaksaan idalam imenjalankan kewenangannya itidak idipengaruhi oleh 

ikekuasaan idari ipemerintah imaupun kekuasaan ilainnyai. i 

Undangi-iUndang iNomor 16 iTahun i2004 iTentang Kejaksaan iiRepublik 

Indonesia itelah imengatur tugas idan iwewenang kejaksaan idi idalam Pasal 

i30, yaitu: 

“(1) dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
1. Melaksanakan penuntutan; 
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap; 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan bersyarat; 

4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana 
tertentu berdasarkan undang-undang; 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2) dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak di dalam mauun di luar pengadilan 
untuk dan atas nama negara dan pemerintah. 
(3) dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiata: 

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
3. Pengamanan peredaran barang cetakan; 
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara; 
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5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 
agama 

6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.” 
 

Kejaksaan iRepublik iIndonesia sendiri imempunyai imisi untuk 

imemaksimalkan ipelaksanaan fungsi ikejaksaan idalam pelaksanaan itugas 

idan wewenangi, imengoptimalkan peranan ibidang pembinaan idan 

ipengawasan idalam rangka imendukung ipelaksanaan tugas ibidang ilainnya, 

imengoptimalkan itugas pelayanan ipublik idi bidang ihukumi, melaksanakan 

ipembenahan idan penataan ikembali istruktur organisasi ikejaksaani, 

iimembentuk aparat ikejaksaan iyang ihandal, itangguhi, profesionali, ibermorali, 

dan iberetika.67 

c. Kehakiman  

Keberadaan ilembaga ipengadilan sebagai isubsistem iperadilan pidana 

idiatur idalam Undangi-iUndang Noi. i48 Tahun ii2009 Tentang iKekuasaan 

iKehakiman. iPasal i1 Ayat i (i1i) Undangi-iundang tersebut imemberi idefinisi 

itentang ikekuasaan ikehakiman sebagai iberikuti: 

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia.” 

 
Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tersebut dan 

iKUHAP, itugas iPengadilan iadalah menerima i, imemeriksa, idan imemutus 

perkara iyang idiajukan kepadanya i. iDalam memeriksa iseseorang 

iterdakwa i, hakim ibertitik itolak pada isurat idakwaan yang idibuat ioleh 

                                                             
67Peraturan Jaksa Agung No:011/AJA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan 

Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010. 
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iJaksa Penuntut iUmumi, idan mendasarkan ipada ialat ibukti sebagaimana 

iiketentuan Pasal ii184 KUHAPi. iKemudian idengan isekurang- ikurangnya i2 

( idua i) ialat bukti idan ikeyakinannya, ihakim imenjatuhkan iputusannya. 

d. Advokat 

Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi 

landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar 

penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 

No.18 Tahun 2003 tersebut yang menyatakan bahwa: 

“Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang 
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” 

 

Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 

2003 ilebih ditegaskan ilagi, ibahwa iyang dimaksud idengan iAdvokat berstatus 

isebagai ipenegak hukum adalah iAdvokat sebagai salah satu iperangkat 

idalam proses iperadilan iyang mempunyai ikedudukan isetara dengan 

ipenegak ihukum ilainnya dalam imenegakkan ihukum dan ikeadilan.68 

e. iLapas (iLembaga Pemasyarakatani) i 

Lembaga iPemasyarakatan i (iLapas) idiatur idalam Undangi-Undang 

iNoi.12 iTahun i1995 itentang Pemasyarakatan iyang mengubah isistem 

ikepenjaraan imenjadi sistem iPemasyarakatani. Sistem ipemasyarakatan 

imerupakan isuatu irangkaian kesatuan ipenegakan ihukumi, oleh ikarena iitu 

pelaksanaannya itidak idapat dipisahkan idari ipengembangan ikonsep umum 

                                                             
68Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
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imengenai ipemidanaani. Menurut iketentuan iPasal 1 iAyat (i3) Undangi-

iUndang Noi. i12 iTahun 1995  itentang iPemasyarakatani, dinyatakan ibahwai:69 

“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan.” 

 
Lembaga iPemasyarakatan yang imengurusi perihal ikehidupan 

inarapidana selama imenjalani imasa ipidana, idimaksudkan dalam ihal iini 

iadalah pidana ipenjarai. Sejalan idengan iUndang-iUndang iDasar Negara 

iRepublik iIndonesia iTahun 1945i, idan Pancasila isebagai iDasar Negara idi 

idalam sila ikei-2 iyang iberbunyi i:“kemanusiaan iyang iadil idan iberadab” 

iMenjamin ibahwa masyarakat iIndonesia idiperlakukan isecara beradab 

iwalaupun idalam status inarapidanai. iSelain itui, ipada isila ike-i5 imenyatakan 

ibahwa:“ iKeadilan isosial bagi iseluruh irakyat iIndonesia. iYang iberarti bahwa 

inarapidana ipun haruslah imendapatakan ikesempatan berinteraksi idan 

ibersosialisasi dengan iorang ilain layaknya ikehidupan imanusia lainnyai. 

H. iTeori Keadilan i 

Teorii-iteori Hukum iAlam sejak iSocrates ihingga Francois iGenyi, tetap 

imempertahankan ikeadilan isebagai mahkota ihukumi. Teori iHukum iAlam 

mengutamakan i “thesearch ifor ijusticei”.70
 iBerbagai macam iteori imengenai 

ikeadilan dan imasyarakat iyang adili. iTeorii-teori iini imenyangkut hak idan 

ikebebasan, ipeluang ikekuasaani, pendapatan idan ikemakmuran. iDi antara 

iteorii-teori iitu idapat idisebut: iteori ikeadilan iAristoteles idalam bukunya 

iinicomachean iethics dan iteori ikeadilan isosial John iRawl idalam ibukunya a 
                                                             

69Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
70Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan 

Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24. 
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Theory iOf iJustice idan teori ihukum idan keadilan iHans iKelsen idalam 

bukunya iGeneral Theory iOf Law iAnd iStatei.  

1. iTeori Keadilan iAritoteles i 

Pandangan iAristoteles itentang keadilan ibisa ididapatkan dalam 

ikaryanya inichomacheanethics, ipoliticsi, dan irethorici. Spesifik idilihat idalam 

buku inicomachean iethicsi, ibuku itu isepenuhnya iditujukan bagi ikeadilani, 

iyang iberdasarkan ifilsafat ihukum Aristotelesi, imesti idianggap sebagai iinti 

idari ifilsafat ihukumnya, “ikarena hukum ihanya ibisa iditetapkan idalam 

kaitannya idengan ikeadilan”.71 

iPada pokoknya ipandangan keadilan iini isebagai suatu ipemberian hak 

ipersamaan itapi ibukan ipersamarataan. iAristoteles imembedakan hak 

ipersamaannya sesuai idengan ihak iproporsionali. Kesamaan ihak dipandangan 

imanusia isebagai suatu iunit iatau iwadah iyang isama. iInilah iyang idapat dipahami 

ibahwa isemua orang iatau setiap iwarga inegara idihadapan ihukum samai. 

iKesamaan iproporsional memberi itiap iorang apa iyang imenjadi haknya isesuai 

idengan kemampuan idan iprestasi yang itelah idilakukannyai. 

iLebih ilanjuti, keadilan imenurut ipandangan iAristoteles idibagi 

kedalam idua imacam keadilan i, keadilan “ idistributief” idan ikeadilan i 

“ icommutatief i”. iKeadilan distributif iialah ikeadilan iyang memberikan 

ikepada itiap orang iporsi imenurut prestasinya i. iKeadilan ikomutatif 

memberikan isama ibanyaknya kepada isetiap i iorang tanpa imembeda i-

ibedakan prestasinya idalam ihal iini berkaitan idengan iperanan itukar 

                                                             
71L. J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam,  

Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12. 
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menukar ibarang idan jasa i.72 iDari ipembagian macam ikeadilan iini 

iAristoteles mendapatkan ibanyak ikontroversi dan iperdebatan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam 

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah 

bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai 

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.73 

2. Teori Keadilan John Rawls  

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di 

akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Politcal Liberalism, 

dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar 

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.74 

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of 

social justice”,berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari 

hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan 

bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat 

rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, 

khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.75 

                                                             
72Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan 

Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25. 
73Pan Mohamad Faiz,Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 

Nomor1, 2009, hlm. 135. 
74Pan Mohamad Faiz, Ibid., hlm. 139. 
75Pan Mohamad Faiz, ibid., hlm.140. 
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Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai 

prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep 

ciptaannya yang dikenal dengan “posisiasali” (original position) dan “selubung 

ketidaktahuan” (veil of ignorance).76 

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan 

sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada 

pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi 

asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari 

oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan 

(equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of 

society).  

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John 

Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan 

keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin 

tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang 

keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring 

masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya 

disebut sebagai “Justice As Fairness”.77 

                                                             
76 Pan Mohamad Faiz, Ibid., Hal. 140 
77John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori 
Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90. 
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Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat 

prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni 

setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan 

kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri 

masing-masing individu.  

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang 

sama (equal libertyprinciple), seperti kebebasan beragama (freedom of 

religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat 

dan mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression), sedangkan 

prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), 

yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal 

oppotunity principle).  

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap 

keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan 

haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak 

dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik.78 

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur 

dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat 

hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi 

                                                             
78Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul 

Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7. 
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keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan 

sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan 

perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan 

menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang 

memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai 

pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi 

ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

3. Teori Keadilan Hans Kelsen  

Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law And State, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan 

adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang 

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.79 

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, 

nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang 

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan 

kebahagian diperuntukkan tiap individu. 

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan 

nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan 

bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan 

kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti 

kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh 

penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang 

                                                             
79Hans Kelsen, Ibid.,hlm. 9. 
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patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-

kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab 

dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah 

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu 

bersifat subjektif.80 

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa 

keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau 

hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran 

tersebut di esensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam.Doktrin 

hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan 

manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya 

sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau 

kehendak Tuhan.81 

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut 

aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga 

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara 

hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:82 

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan 
karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika 
tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat 
Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung 
karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang 
berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat di 
tangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide 
yang tidak tampak.” 
 

                                                             
80Hans Kelsen, Ibid., hlm.12. 
81Hans Kelsen, Ibid., hlm.14. 
82Hans Kelsen, Ibid., hlm. 14. 
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Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: 

pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari 

cita-cita irasional. Keadilan di rasionalkan melalui pengetahuan yang dapat 

berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya 

menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik 

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang 

memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan 

yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu 

perdamaian bagi semua kepentingan.83 

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas 

dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans 

Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan 

umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu 

peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan 

tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.84 Konsep keadilan dan 

legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, 

yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan 

sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan peraturan hukum 

nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu 

memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) 

dalam peraturan hukum tersebut.85 

                                                             
83Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68. 
84Kahar Masyhur, Ibid., hlm. 71. 
85Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 

2000, hlm. 50. 
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I. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang 

telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah 

satu instrumen untuk mengetahui pengaturan penerapan sanksi 

perampasan aset korporasi untuk negara terhadap tindak pidana 

pencucian uang oleh korporasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang 

menggambarkan secara deskriptif mengenai perampasan asset korporasi 

yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang. 

Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama 

yaitu: (1) Bagaimanakah tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan 

aset korporasi untuk Negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh 

korporasi; (2) Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang 

berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018; (3)Bagaimanakah 

penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh 

korporasi. Sedangkan yang menjadi variabel terkait (dependent variable) 

dalam penelitian ini adalah sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada 

ketiga variabel bebas tersebut. 
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BAGAN KERANGKA PIKIR 

(Conceptual Frame Work) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam 

Kaitannya Dengan Pencucian Uang  

Penerapan 
Sanksi yang 

Ideal Terhadap 
Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
oleh Korporasi 

Penerapan 
pidana tambahan 
berupa 
pembayaran 
ganti rugi 
korporasi 
terhadap korban 
melalui 
pelelangan aset; 

-  

Penegakan Hukum 
Hakim 

- Tidak progresif 
dan tegas dalam 
mewujudkan 
tujuan hukum 

- Hanya 
mengedepankan 
aspek kepastian 
hukum  dan tidak 
memberikan 
kemanfaatan dan 
keadilan 
terhadap korban 
kejahatan;  

- Tidak berfokus 
pada pemulihan 
korban; 

Tujuan  
Pengaturan 

Hukum Sanksi 
Perampasan 

Aset Korporasi 
untuk Negara 

- Pelaku tidak 
diperbolehkan 
mendapat 
keuntungan 
dari hasil 
kejahatan; 

- Memberikan 
efek jera pada 
korporasi. 

Terwujudnya Sanksi Yang Ideal 
Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh 

Korporasi 
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J.  Definisi Operasional  

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran 

mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Pidana Perampasan Aset adalah pidana tambahan yang dijatuhkan 

terhadap korporasi atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, 

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

3. Tindak pidana pencucian uang adalah: 

a. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana 

karena tindak pidana Pencucian Uang; 

b. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 

sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
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merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Ayat (1) UU tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 

4. Perampasan aset korporasi untuk Negara adalah perampasan aset-aset 

korporasi oleh Negara yang merupakan hasil tindak pidana pencucian 

uang yang dilakukan oleh korporasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berorientasi 

pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma 

hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut 

Prof. Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:86 

1. Pendekatan Kasus (case approach); 

2. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach); 

3. Pendekatan Historis (historical approach); 

4. Pendekatan Perbandingan (comparative approach); 

5. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). 

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peulis dengan 

berdasar pada pendekatan di atas yakni. 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.87 

2. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

                                                             
86Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2011, Jakarta, hlm. 35. 
87Ibid., hlm. 93. 
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telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

  

C. Sumber Bahan Hukum 

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari 

norma atau kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang serta Putusan Pengadilan Negeri 

No.83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi 

No.195/PID/2018/PT.BDG dan Putusan Kasasi No.3096/K.Pid.Sus/2018  

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum dan ensiklopedia.88 

                                                             
88Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2014, hlm. 118-119.  
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis 

adalah Penelitian Kepustakaan (library research). Dalam melakukan 

penelitian kepustakaan (library research)  penulis melakukan pengkajian dan 

mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan 

perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang 

berhubungan dengan permasalahan termasuk mengumpulkan data melalui 

media elektronik dan media-media informasi lainnya. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan secara langsung 

disusun secara sistematis dan di analisis sesuai dengan metode pendekatan 

normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif 

kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya menemukan asas-asas dan 

teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini 

dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil 

penelitian yang diperoleh. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan 

pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah 

dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh penulis diharapkan dapat 

dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dan dapat diambil kesimpulan atau 

jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tujuan Pengaturan Hukum Sanksi Perampasan Aset Korporasi Yang 

Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang 

Sebagai suatu negara yang berdasarkan pada hukum (rechtstaat) dan 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), maka upaya 

penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu adanya 

supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-

hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Hukum 

hadir untuk membawa ketertiban, kesejahteraan dan keadilan yang paripurna 

bagi seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun 

termasuk dalam hal penegakan hukum dalam bidang ekonomi yakni 

perampasan aset perusahaan yang terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana pencucian uang. 

Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui 

pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk 

kepentingan masyarakat. Kebutuhan hukum yang berkeadilan adalah suatu 

keharusan yang harus diwujudkan negara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kondisi tersebut, memperlihatkan secara nyata adanya kebutuhan 

yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya 

penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif 

dan efisien, demi terwujudnya tujuan hukum yang berkepastian, berkeadilan 
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dan bermanfaat yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap 

memperhatikan hak-hak dan rasa keadilan setiap orang yang 

berkepentingan. 

 Perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada 

penegakan hukum.89 Banyak pihak yang mengakui bahwa penegakan hukum 

di Indonesia masih belum memenuhi harapan, baik mengenai 

profesionalisme aparat penegak hukum maupun mengenai perangkat 

peraturan perundang-undangan.90 Termasuk dalam bidang tindak pidana 

pencucian uang yang pada awalnya tindak pidana pencucian uang diatur 

dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang (TPPU), kemudian diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003. 

Dua undang-undang ini masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan, 

dimana kemudian pemerintah berusaha mengeliminasi kelemahan-

kelemahan itu pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari 

undang-undang ini adalah: 

1. Memperkokoh komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti 

tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 

2. Mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

3. Memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, 

penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan. 
                                                             

89Satjipto Rahardjo, 2006 Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm.122-
124. 

90Ibid. Hlm.60-61. 
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4. Menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang 

dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan serta 

ketentuan anti-money laundering strategy yang berlaku secara 

internasional sebagai international best practice. 

5. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun 

luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus 

tindak pidana pencucian uang. 

Lebih spesifik yang akan dikaji penulis secara mendalam dalam 

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai perampasan aset 

khususnya terhadap korporasi. Pada dasarnya, perampasan aset pelaku 

tindak pidana dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses 

perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) 

tahapan, yaitu:  

1. Pelacakan aset dengan tujuan mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi 

penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan;  

2. pembekuan perampasan aset;  

3. Penyitaan aset;  

4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.  

Selanjutnya dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta 

pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung 

melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “negatiation plea” 
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atau “plea bargaining system” dan melalui pengembalian secara tidak 

langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan putusan pengadilan. 

Tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan  

yakni perampasan in rem dan perampasan pidana. Keduanya memiliki tujuan 

yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. 

Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal: Pertama, mereka yang 

melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk 

mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus 

dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu 

negara atau individu. Kedua, merupakan efek jera terhadap siapa saja yang 

melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan 

bahwa aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan 

juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).91 Secara konsepsi 

dalam penerapannya, perampasan in rem merupakan upaya yang dilakukan 

untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam 

tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. 

Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan 

dan pada perkara tersebut perampasan in rem dapat dilakukan, yakni dalam 

hal:92 

1. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak 

dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran. 

                                                             
91Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. 
92Ibid., hlm. 33. 



73 

2. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum 

dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan 

pidana yang berlangsung. 

3. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (Immune). 

4. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga peradilan 

pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya. 

5. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya 

diketahui/ditemukan. 

6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara 

hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait 

dengan kejahatan utamanya. 

7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana. 

Pada beberapa perkara, perampasan in rem dapat dilakukan 

dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan in rem yang merupakan 

tindakan yang ditujukan pada objek benda, bukan terhadap persona/orang, 

atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan 

sebelumnya dalam peradilan. 

Pada saat ini, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan 

hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan 

instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah: 

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 

Perampasan aset sejak dahulu telah diatur dan menjadi salah satu sanksi 

pidana yang diatur dalam KUHP. Perampasan aset merupakan salah satu 
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pidana atau hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana. Perampasan 

aset yang diatur dalam KUHP berlaku secara umum untuk seluruh tindak pidana 

kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang khusus yang mengatur hal 

tersebut. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa Hukuman-hukuman ialah: 

a. Hukuman-hukuman pokok: 

1) hukuman mati; 

2) hukuman penjara; 

3) hukuman kurungan; 

4) hukuman denda. 

b. Hukuman-hukuman tambahan: 

1) pencabutan beberapa hak y ang tertentu; 

2) perampasan barang yang tertentu; 

3) pengumuman keputusan hakim. 

 

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

Perampasan aset diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa 

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan 

kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya 

tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-

undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau 

dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.” 
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3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006. 

Perampasan aset diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang No.10 

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: 

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 

huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, 

dirampas untuk negara. 

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. 

(2a)  Sarana    pengangkut  yang    digunakan untuk melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat 

dirampas untuk negara. 

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan 

berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73. 

 

4. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Perampasan aset diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) 

menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang 
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merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak 

pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan: 

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan upaya rehabilitasi medis dan 

sosial. 

 

5. Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan  Hutan 

Perampasan aset diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 18 tahun 

2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang 

menyatakan bahwa: 

(1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka 
mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah. 

(2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembalian 
kerugian atas hasil tindak pidana perusakan hutan. 

(3) Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) berupa: 
a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan 

dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau 
dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang 
tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau 
mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan; 
dan/atau 

b. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang 
telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil 
kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan 
di Indonesia atau di negara asing. 
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6. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 

Tahun 2001. 

7. Perampasan aset diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa Selain 

dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana 

tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Kemudian dalam 

Pasal 18 disebutkan bahwa Adapun yang disebut dalam Pasal 18 Ayat (1) 

huruf (a) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No.20 Tahun 2001 soal pidana tambahan adalah pidana 

tambahan selain pada KUHP. Sebagai pidana tambahan salah satunya 

adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 

menggantikan barang-barang tersebut. 

 

8. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Perampasan aset diatur dalam Pasal 7 Ayat (2)  Undang-Undang No.8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang menyatakan bahwa “Selain pidana denda 
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sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat 

dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. 

pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan 

izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan 

aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh 

negara”. 

 

9. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang. 

Perampasan aset diatur dalam Pasal 35 Ayat (5) dan (6) yang 

menyatakan bahwa: 

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan 

dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan 

telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas 

tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta 

kekayaan yang telah disita.  

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) 

tidak dapat dimohonkan upaya hukum. 

 

10. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 

Perampasan aset dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang 

Perikanan diatur dalam: 



79 

Pasal 34 ayat (2): 
“Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang 
dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk 
negara.” 
Pasal 35 ayat (1): 
Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk 
negara. 
 

Pengaturan sanksi perampasan aset korporasi yang diatur dalam 

Pasal 7 Ayat (2)  Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada hukum yang 

berlaku (Lex Generalis) atau dibuat undang-undang yang terpisah (Lex 

Specialis) adalah bertujuan sebagai berikut: 

1. Pelaku yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya 

tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari 

kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan 

untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu.  

Perampasan aset bertujuan untuk efektivitas pemulihan kerugian 

yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada 

negara ataupun kepada pihak yang berhak sehingga adanya jaminan 

keadilan. Mengingat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini 

mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan 

pelaku tindak pidana dalam penjara (follow the suspect)  ternyata tidak 

menimbulkan efek cegah dan belum efektif untuk menekan tingkat 

kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil dan 

instrumen tindak pidana. Merampas hasil dan instrumen tindak pidana 

dari pelaku tindak pidana saja memindahkan sejumlah harta kekayaan 
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dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan 

memperbesar kemungkinan masyakarat untuk mewujudkan tujuan 

bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua 

anggota masyarakat.  

Korporasi sebagai subjek hukum dapat memberikan 

pertanggungjawaban pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung 

No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak 

Pidana Oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016). Tindak pidana oleh 

Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang 

berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas 

nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. 

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan 

ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur 

tentang Korporasi.  

Pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016 menentukan bahwa 

Penjatuhan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan 

Korporasi sebagaimana antara lain:  

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak 

pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk 

kepentingan Korporasi;  

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau  
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c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih 

besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum 

yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. 

Tujuan pengaturan sanksi perampasan aset korporasi tidak 

saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan 

kepada masyarakat yang mempunyai hak tetapi juga akan 

memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan 

bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua 

anggota masyarakat. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap 

orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Sementara itu, Pasal 28H Ayat (4) menyatakan bahwa, isetiap iorang 

berhak imempunyai hak imilik ipribadi dan ihak milik itersebut itidak 

boleh idiambil alih isecara isewenang- iwenang ioleh siapapun i. 

2. Merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. 

Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset 

juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).93 

Sanksi perampasan aset korporasi dilaksanakan ipada saat 

iyang bersamaan iakan imemberikan dampak ipreventif iuntuk 

perkembangan ikejahatan yang ibermotif imendapatkan keuntungan 

                                                             
93Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. 
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iberupa ihasil- ihasil ikejahatan i. Dampak ipreventif ipertama, iterjadi 

ipada itidak iadanya aset i- iaset iyang idikuasai ipara pelaku ikejahatan 

isehingga ipara pelaku ikehilangan isumber daya iuntuk imelakukan 

kejahatan i- ikejahatan ilainnya i i. iKedua, idengan imenyerang langsung 

ike motif i ikejahatan ipara ipelaku, imaka itidak ilagi iada ipeluang atau 

i iharapan untuk imenikmati iaset- iaset ihasil kejahatan iitu menjadi 

itidak ada iatau setidaki-tidaknya idapat idiperkecil. iKetiga, ijika 

iperampasan aset idilakukan imaka imemberikan pesan ikepada 

imasyarakat luas ibahwa itidak ada itempat iyang aman idi idunia ini 

ibagi ipara pelaku ikejahatan iuntuk menyembunyikan ikejahatannya i, 

sekaligus imemberikan ipesan yang ikuat ipula bahwa itidak iada 

seorangpun iyang idapat imenikmati ihasil ikejahatan sebagaimana 

idoktrin i “crime idoes inot ipayi”. iHal- ihal iini iakan mampu 

imemperlemah ikeinginan warga imasyarakat i, ikhususnya ipara 

pelaku i ipotensial, iuntuk imelakukan ikejahatan.94 

Berikut tabel yang menggambarkan secara jelas perbedaan 

antara perampasan aset korporasi melalui tuntutan pidana dengan 

perampasan aset melalui perdata.  

  

                                                             
94 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hlm. 83 
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Tabel 1. Perbedaan Perampasan Aset Korporasi iBerdasarkan Tuntutan 

iPidana dan iPerdata 

iTindakani 
Perampasan iAset 

iBerdasarkan Tuntutan 
iPidanai 

Perampasan iSecara 
iPerdata 

iObjek 

Perampasani 

iDitujukan kepada iIndividu 

(iin ipersonam), idan 

imerupakan bagian idari 

isanksi ipidana yang 

idikenakan kepada 

iterdakwa i (korporasii). 

iTindakan Ditujukan ikepada 

Benda i (iin irem); itindakan 

hukum iyang idilakukan oleh 

ipemerintahan yang 

iditujukan iterhadap bendai. 

iPengajuan 

Dakwaani 

Merupakan ibagian idari 

sanksi ipidana iyang 

dijatuhkan ioleh iMajelis 

Hakim iterhadap iTerdakwa 

i(korporasii). Dilakukan 

ibersamaan idengan 

dakwaan ioleh iJaksa 

Penuntut iUmumi. 

iDapat idiajukan isebelum, 

iselama, iatau isetelah 

proses iperadilan pidanai, 

iatau bahkan idapat ipula 

diajukan idalam ihal perkara 

itidak idapat diperiksa idi 

idepan peradilan iipidanai. i 

Pembuktian 

iKesalahani 

Perampasan iaset 

idisandarkan ipada 

ipembuktian kesalahan 

iTerdakwa iatas tindak 

ipidana iyang terjadii. 

iHakim harus imeyakini 

ibahwa terdakwa itelah 

iterbukti isecara sah idan 

imeyakinkan telah 

imelakukan itindak pidanai. i 

Terbuktinya ikesalahan 

iterdakwa idalam perkara 

ipidana bukan ifaktor 

ipenentu hakim idalam 

imemutus igugatan 

perampasan iaseti. 

iPembuktian dalam igugatan 

ini idimungkinkan untuk 

imenggunakan iasas 

pembuktian iterbalik. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka pada intinya tujuan dari 

pengaturan hukum perampasan aset korporasi adalah untuk 

memberikan efek jera terhadap korporasi, karena hasil yang diperoleh 

dari tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dinikmati. Negara 

selaku pihak yang berwenang menggunakan instrumen hukum untuk 

merampas harta hasil kejahatan korporasi agar bisa menjadi pelajaran 

bagi setiap korporasi lain. Hal ini menjadi sangat penting karena saat ini 

banyak korporasi yang melakukan usaha secara ilegal dengan tujuan 

menguntungkan korporasi dan selanjutnya setelah aset yang diperoleh 

telah banyak maka seluruh aset korporasi dialihkan ke pihak lain demi 

mengamankan harta tersebut atau lebih dikenal dengan pencucian 

uang. Sehingga hadirnya sanksi perampasan aset korporasi untuk 

Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 

untuk merampas seluruh harta-harta hasil kejahatan korporasi tersebut 

agar tidak dapat dinikmati oleh korporasi. 

Selain sanksi perampasan aset, dalam hukum acara pidana juga 

dikenal prosedur permohonan penanganan harta kekayaan. Permohonan 

tersebut dilakukan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari 

tindak pidana. Prosedur permohonan penanganan harta kekayaan dalam 

tindak pidana pencucian uang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 

01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan 

Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Lain (Selanjutnya disebut Perma No. 01 Tahun 2013). Penanganan harta 
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kekayaan dilakukan melalui permohonan oleh penyidik kepada ketua 

pengadilan tempat harta kekayaan tersebut. 

Setelah permohonan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana 

dinyatakan lengkap, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan 

Panitera untuk mencatat permohonan penanganan harta kekayaan tersebut 

dalam buku register dan memerintahkan Panitera untuk mengumumkan 

permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman 

Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan 

kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan hasil kejahatan 

korporasi untuk mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan selama 30 

(tiga puluh) hari kerja. Apabila terdapat keberatan yang menyatakan bahwa 

terdapat pihak yang lebih berhak atas harta kekayaan tersebut, maka Ketua 

Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan. Berdasarkan 

permohonan penanganan harta kekayaan dan alat bukti dan/atau barang 

bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku pemohon penanganan harta 

kekayaan, Hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara 

atau dikembalikan kepada yang berhak. 

B. Penegakan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 

Perampasan Aset First Travel Atas Tindakan Pencucian Uang 

Berdasarkan Putusan No. i3096/iKi.Pidi. iSus/i2018 

iPenegakan ihukum hakim atas kasus First Travel dengan terdakwa 

Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan 
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(Direktur) diputus oleh 3 (tiga) kompetensi absolut pengadilan yang 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni pada Putusan iNo. 

i83i/Pidi.Bi/i2018/iPN. iDpk itanggal 30 iMei i2018 Pengadilan iNegeri iDepok 

pada itingkat pertamai, iPutusan Noi. 195i/iPIDi/2018i/iPT BDG itanggal i15 

Agustus i2018 ipada Pengadilan iTinggi iJawa iBarat dalam itingkat iBanding, 

idan iPutusan Noi. i3096/iKi. iPid. iSusi/i2018 itanggal i31 iJanuari i2019 Mahkamah 

iAgung idalam tingkat iKasasi.  

Adapun amar Putusan pada Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan 

No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 menyatakan sebagai berikut: 

1. iMenyatakan Terdakwa i1i. Andika iSurachman dan iTerdakwa i2. iAnniesa 

iDesvitasari Hasibuan itelah iterbukti secara isah idan imeyakinkan 

bersalah imelakukan itindak ipidana “iBersamai-Sama iMelakukan 

Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”; 

2. iMenjatuhkan pidana ikepada Terdakwa i1i. Andika iSurachman idengan 

pidana ipenjara iselama i20 i (dua ipuluhi) itahun dan ikepada iTerdakwa i2. 

iAnniesa iDesvitasari Hasibuan idengan ipidana ipenjara selama i18 i 

(delapan ibelasi) itahun dan ipidana idenda kepada imasingi-imasing 

iterdakwa sebesar iRp10i.000i.000.000,00 (sepuluh imiliar irupiah), idengan 

iketentuan iapabila denda itersebut itidak idibayar maka idiganti idengan 

ipidana kurungan imasingi-imasing selama i8 i(idelapan) ibulan;  

3. iMenetapkan masa ipenangkapan dan imasa penahanan iyang itelah 

idijalani Para iTerdakwa idikurangkan iseluruhnya dari ipidana iyang 

idijatuhkan ;  
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4. Menetapkan iPara iTerdakwa itetap iberada dalam itahanan;  

5. iMenetapkan barang ibukti iberupa : 

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 102 dirampas 

untuk Negara; 

- iBarang bukti iNomor urut i102 sampai idengan iNomor iurut i146 

dikembalikan ikepada barang itersebut idisita;  

- iBarang bukti iNomor urut i147 isampai dengan iNomor iurut i233 

dirampas iuntuk negarai;  

- iBarang bukti iNomor iurut 234 isampai dengan iNomor iurut 241 itetap 

iterlampir dalam iberkas iperkara;  

- iBarang bukti iNomor urut i242 isampai dengan iNomor iurut 275 

idirampas iuntuk inegara;  

- iBarang bukti iNomor iurut 276 isampai idengan Nomor iurut i279 

idikembalikan ikepada barang itersebut idisita;  

- iBarang bukti iNomor iurut 280 isampai dengan iNomor iurut i281i. i12 

idirampas untuk inegarai;  

- iBarang ibukti iiNomor iurut i281i.13 isampai idengan Nomor iurut 281i.19 

tetap iterlampir dalam iberkas iperkara;  

- iBarang bukti iNomor urut i281i. i20 sampai idengan Nomor iurut 

i281i.21 dirampas untuk inegara;  

- iBarang bukti iNomor urut i281.22 sampai idengan iNomor urut i281.27 

tetap iterlampir dalam iberkas perkarai;  
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- iiBarang ibukti Nomor iurut i281.28 sampai idengan iNomor urut 

i281.32 dirampas iuntuk inegara;  

- Barang ibukti iNomor urut i281.33 itetap terlampir idalam berkas 

perkara;  

- iBarang bukti iNomor iurut i281.34 idirampas untuk inegara;  

- iBarang bukti iNomor urut i281.35 itetap terlampir idalam iberkas 

iperkara; 

- iBarang bukti iNomor iurut i281.36 isampai dengan iNomor iurut 

281i.37 dirampas iuntuk inegarai;  

- iBarang bukti iNomor urut i281.38 tetap iterlampir idalam berkas 

iperkara;  

- iBarang bukti iNomor iurut i281.39 isampai dengan iNomor iurut 

281i.40 idirampas untuk inegara;  

- Barang ibukti iNomor urut i281.41 isampai dengan iNomor iurut i281.42 

tetap iterlampir idalam iberkas perkarai;  

- iBarang ibukti iNomor iurut 281i.43 isampai dengan iNomor urut 

i281.44 dirampas iuntuk inegara;  

- Barang ibukti iNomor iurut i281.45 tetap iterlampir idalam iberkas 

perkara;  

- iBarang ibukti iNomor iurut 282 isampai idengan iNomor urut i425 

itetap idirampas iuntuk negarai;  

- iBarang bukti iNomor iurut 426 isampai idengan Nomor iurut i429 

idikembalikan kepada ibarang itersebut idisita;  
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- iBarang bukti iNomor iurut 430 isampai dengan iNomor iurut 462 itetap 

iterlampir idalam berkas iperkarai;  

- iBarang bukti iNomor iurut 463 isampai dengan iNomor iurut i463.1.335 

dikembalikan ikepada iagen Nita iAriyati;  

- Barang ibukti iNomor urut i463.2.1 iisampai dengan iNomor iurut 463i.2. i7 

dikembalikan ikepada iagen Endah iJubaedahi;  

- iBarang bukti iNomor iurut i463.3 isampai dengan iNomor iurut i463.3.34 

idikembalikan kepada iagen iRuspita iSari;  

- Barang ibukti iNomor urut i463.4 isampai dengan iNomor iurut i463.4.701 

dikembalikan ikepada iagen Dewi iGustiana;  

- Barang ibukti iNomor urut i463.5 isampai dengan iiNomor urut i463.5.125 

idikembalikan kepada iagen iSetyaningsih Handayanii;  

- Barang ibukti iNomor iurut i463.6 isampai dengan iNomor urut i463i.6.439 

dikembalikan ikepada agen iM Taufiki; 

- Barang ibukti iNomor urut ii463.7 sampai dengan iNomor urut i463.7.197 

dikembalikan ikepada iagen Suwindrai;  

- iBarang bukti iNomor urut i463.8 isampai dengan iNomor iurut i463.8.109 

idikembalikan kepada iagen iRobyatul Adawiyahi; 

- iBarang bukti iNomor iurut 463.9 isampai dengan iNomor iurut 463i.9.79 

dikembalikan ikepada iagen Martono iWiyonoi;  

- Barang ibukti iNomor urut i463.10 isampai dengan iNomor iurut 

463i.10.25 idikembalikan kepada iagen iSurya Justinai;  
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- iBarang bukti iNomor iurut 463i.11 isampai dengan iNomor iurut 

i463.11.249 dikembalikan kepada iagen Ayuti iEka Putri;  

- iBarang bukti iiNomor urut i463.12 isampai dengan iNomor iurut 

463i.12.109 idikembalikan kepada iagen iTri Suheni;  

- iBarang bukti iNomor iurut i463.13 sampai idengan iNomor iurut i463.13.7 

idikembalikan kepada iagen iNavia iKaviati;  

- Barang ibukti iNomor urut i464 isampai idengan Nomor iurut 529 

idirampas iuntuk inegara;  

- Barang ibukti iNomor urut i530 isampai dengan iNomor iurut i543 

dirampas iuntuk inegarai;  

- Barang ibukti iNomor urut i544 idikembalikan kepada ibarang itersebut 

disita iyakni ipihak Bank iMandiri iuntuk idikembalikan ke irekening iatas 

inama Anugerah iKarya iWisata iNomor irekekning 1180007648214i; i 

- iBarang bukti iNomor iurut 545 idikembalikan ikepada barang itersebut 

idisita iyakni pihak iBank Mandiri iuntuk idikembalikan ike rekening iatas 

inama iAnugerah Karya iWisata iNomor irekekning 1180076777878i; i 

- iBarang bukti iNomor iurut 546 idikembalikan ikepada ibarang tersebut 

idisita iyakni ipihak Bank iMandiri iuntuk idikembalikan ke irekening iatas 

inama Anugerah iKarya iWisata iNomor rekekning i1180204941826;  

- iBarang ibukti Nomor iurut 547 isampai idengan Nomor iurut i555 

dikembalikan ikepada iagen Siti iRobiatul iAdawiyah;  
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- iBarang bukti iNomor iurut i556 isampai dengan iNomor urut i568 

idikembalikan ikepada barang itersebut idisita yakni iSaksi iEndah 

Jubaedahi;  

- iBarang bukti iNomor iurut 569 idikembalikan ikepada barang itersebut 

idisita iyakni Saksi iMartonoi;  

- Barang ibukti iNomor iurut 570 isampai idengan Nomor iurut i581 

idikembalikan kepada ibarang itersebut disita iyakni iSaksi iIr iTri iSuheni; 

- iBarang bukti iNomor iurut 582 isampai idengan Nomor iurut i590 

dikembalikan ikepada ibarang tersebut idisita iyakni Saksi iNita iAriyani;  

- Barang ibukti iNomor iurut i591 isampai dengan iNomor urut i593 

idikembalikan ikepada barang itersebut idisita yakni iSaksi iMarsonah;  

- Barang ibukti iNomor urut i594 isampai dengan iNomor iurut i595 

dikembalikan ikepada ibarang itersebut disita iyakni iSaksi Dini iLalitai;  

- Barang ibukti iNomor iurut i596 dikembalikan ikepada ibarang itersebut 

disita iyakni iSaksi Sri iSuryani;  

- Barang ibukti iNomor urut i597 sampai idengan iNomor iurut i600 

dikembalikan ikepada ibarang itersebut disita iyakni iSaksi iNavia 

Kaviatii, iS.T.;  

- iiBarang ibukti iNomor iurut 601 isampai idengan Nomor iurut 603 

idikembalikan ikepada barang itersebut idisita yakni iSaksi iSuprati;  

- Barang iibukti Nomor iiurut 604 isampai idengan Nomor iurut i612 

idikembalikan kepada ibarang itersebut idisita yakni iSaksi iRuspita Sarii;  
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- iBarang bukti iNomor iurut 613 isampai idengan iNomor urut i624 

idikembalikan ikepada barang itersebut idisita iyakni Saksi iDra iDewi 

iGustiana;  

- Barang ibukti iNomor urut i625 isampai dengan iNomor iurut i716 

dikembalikan ikepada ibarang tersebut idisita iyakni iSaksi Hj iAyuti 

iEkaputri;  

- Barang bukti Nomor urut 717 sampai dengan Nomor urut 728 

dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Slamet 

Santoso;  

- iBarang bukti iNomor urut i729 isampai dengan iNomor urut i737 

idikembalikan kepada ibarang itersebut disita iyakni iSaksi Umar iAbd 

iAzis; i 

- Barang ibukti iNomor urut i738 isampai dengan iNomor iurut 751 

idikembalikan ikepada barang itersebut idisita yakni iSaksi iEsti iAgustin; i 

- iBarang bukti iNomor iurut 752 isampai idengan Nomor iurut i812 tetap 

iterlampir idalam iberkas perkara; 

- Barang ibukti iNomor iurut 813 isampai dengan iNomor iurut 820 

idikembalikan ikepada iPenuntut Umum iuntuk idigunakan dalam 

iperkara iatas inama Terdakwa iSiti iNuraida Hasibuan ialias iKiki; 

6. Membebankan ikepada ipara Terdakwa iuntuk imembayar ibiaya perkara 

isebesar iRp5. i000i,00 i (ilima ribu rupiah); 

Berdasarkan putusan tingkat pertama No. No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk 

pada Pengadilan Negeri Depok, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum 
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mengajukan permintaan Banding. Bahwa atas Permintaan Banding tersebut 

Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permintaan banding dan selanjutnya 

di Putusan dalam No. 195/PID/2018/PT BDG tertanggal 15 Agustus 2018 

dalam amar putusannya menyatakan bahwa: 

- iMenerima permintaan ibanding dari iJaksa iPenuntut Umum itersebuti;  

- Menguatkan iputusan iPengadilan Negeri iDepok iNomor 

i83/iPidi.Bi/i2018i/ PNi. iDpk. itanggal i30 iMei 2018i, iyang idimintakan 

banding itersebuti;  

- iMenetapkan lamanya ipara iTerdakwa berada idalam itahanan 

dikurangkan iseluruhnya idari ipidana yang idijatuhkan;  

- Memerintahkan ipara iTerdakwa tetap iberada idalam itahanan;  

- iMembebankan kepada ipara iTerdakwa untuk imembayar ibiaya 

perkara idalam ikedua itingkat pengadilan iyang idalam itingkat banding 

isebesar iRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 

Berdasarkan putusan tingkat Banding No. 195/PID/2018/PT BDG pada 

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan kedua 

terdakkwa atas nama Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa 

Desvitasari Hasibuan (Direktur) mengajukan Permohonan Kasasi kepada 

Mahkamah Agung. Bahwa atas Permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah 

Agung menyatakan dalam Putusannya menolak Permohonan Kasasi Jaksa 

Penuntut Umum. Adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 

Putusan No. No.3096/K.Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Januari 2019 

menyatakan sebagai berikut: 
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- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT 

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut; 

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA 

I ANDIKA SURACHMAN dan TERDAKWA II ANNIESA 

DESVITASARI HASIBUAN tersebut;  

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima 

ratus rupiah); 

Berdasakan uraian amar putusan kasus First Travel dengan terdakwa 

Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan 

(Direktur) yakni pada Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 

2018 Pengadilan Negeri Depok pada tingkat pertama, Putusan No. 

195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 pada Pengadilan Tinggi 

Jawa Barat dalam tingkat Banding, dan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 

tanggal 31 Januari 2019 Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, maka 

selanjutnya penulis  akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum 

Majelis Hakim Perkara yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum 

penjatuhan sanksi pidana perampasan aset atas tindakan pencucian uang 

yang dilakukan oleh First Travel. 

Sanksi pidana perampasan aset adalah sanksi yang bersumber atau 

terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi tersebut hanya 

dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana 



95 

pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh 

karena itu, sebelum penulis membahas terkait sanksi pidana perampasan 

aset yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka sebelumnya penulis akan 

menguraikan terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim 

terkait dakwaan kepada para terdakwa yang berkaitan dengan Pasal Tindak 

Pidana Pencucian Uang sebagai dasar atau sebab dijatuhkannya sanksi 

pidana perampasan aset kepada para terdakwa. 

Adapun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa terdapat pada dakwaan 

kedua. Dawkaan kedua Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri 

Depok terhadap iAndika iSurachman (iDirektur iutama) idan iAnniesa 

Desvitasari iHasibuan (iDirekturi) adalah iPasal i3 Undangi-iUndang Noi. i8 

itahun 2010 itentang iPencegahan Dan iPemberantasan iTindak Pidana 

iPencucian iUang Joi. iPasal 55 iAyat (i1i) kei-i1 KUHP iJoi. Pasal i64 iAyat i (1i) 

iKUHPi. Adapun iunsuri-iunsur Pasal itersebut iadalah sebagai iberikuti: 

1. iSetiap orangi;  

2. imenempatkan, imentransferi, mengalihkani, imembelanjakani, 

membayarkani, imenghibahkani, imenitipkani, membawa ike iluar negerii, 

imengubah bentuki, imenukarkan dengan imata iuang iatau surat iberharga 

iatau iperbuatan lain iatas iHarta Kekayaan iyang idiketahui atau ipatut 

ididuga merupakan ihasil itindak pidana idengan itujuan imenyembunyikan 

atau imenyamarkan iasal iusul iharta ikekayaan;  
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3. iPerbuatan Itu idilakukan Terdakwa iSebagai iOrang Yang iMelakukani, 

iMenyuruh Melakukan iatau iTurut Melakukani;  

4. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang 

Sebagai perbuatan Berlanjut; 

Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Depok 

dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa unsur “setiap orang“ 

dalam iPasal 3 iUndangi-iUndang iNo. i8 itahun 2010 itentang iPencegahan Dan 

iPemberantasan Tindak iPidana iPencucian Uang iJoi. iPasal 55 iAyat i (i1) ikei-1 

iKUHP iJo. iPasal i64 iAyat (i1i) iKUHP disini isama idengan unsur ikei-i1 dalam 

idakwaan iPertama Kesatu isebagaimana idalam ipertimbangan hukum 

idakwaan iPertama Kesatu iyang itelah Majelis iHakim iuraikan sebelumnya dan 

unsur ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim 

mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan 

hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian 

unsur “Setiap Orang” inipun juga menjadi terbukti sah menurut hukum; 

Selanjutnya unsur kedua pada iPasal i3 iUndang-iUndang iNo. i8 tahun 

i2010 itentang Pencegahan iDan iPemberantasan iTindak Pidana iPencucian 

iUang Joi. iPasal 55 iayat i (1i) kei-i1 iKUHP Joi. iPasal 64 iayat i (i1) iKUHP iyakni 

“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
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kekayaan”. Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Depok 

dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan 

Para Terdakwa itelah mendatangkan ikerugian ibagi sebanyak i63i.310 i (enam 

ipuluh itiga ribu itiga iratus sepuluhi) iorang Calon iJamaah iUmroh iFIRST 

TRAVEL iyang telah imembayar ibiaya perjalanan iIbadah iumroh hingga ibulan 

iJuli 2017 inilainya ilebih kurang isebesar iRp 905.333.000.000,- (sembilan 

iratus ilima milyar itiga iratus tiga ipuluh itiga juta irupiahi) igagal iberangkat dan 

ibelum idikembalikan uang iyang itelah idisetorkannya ikepada iPara iTerdakwa. 

Majelis hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan 

dengar pengertian-pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar iPara terdakwa 

itelah imenempatkan, imengalihkani, membelanjakani, imembayarkan iharta 

kekayaan iberupa iuang isetoran para icalon ijamaah umroh iFirst iTravel 

isebanyak iRp 905.333.000.000,- (sembilan iratus ilima imilyar tiga iratus itiga 

puluh itiga ijuta irupiah) iyang perolehannya iasalnya iadalah idari hasil itindak 

ipidana penipuan iyang idilakukannya bersamai-isama idimana rincian 

ipenggunaan iuang-iuang itersebut isebagaimana telah idiuraikan idiatas idan 

maksud idari ipara iterdakwa dengan imenempatkani, imengalihkan, 

imembelanjakani, imembayarkan uang isejumlah iRp i905.333.000.000,- 

(isembilan ratus ilima imilyar tiga iratus itiga puluhi) itiga juta irupiah itidak lain 

isematai-mata iuntuk imenyembunyikan iataupun menyamarkan iasal usul iuang 

itersebut seolahi-iolah uangi-iuang tersebut iadalah idiperoleh Para iTerdakwa 

isecara isah padahal isenyatanya iuang-iuang itersebut iadalah uang isetoran 
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para icalon ijamaah First iTravel iyang akan idigunakan iuntuk ikeberangkatan 

ibadah iumroh ipara jamaah isendiri. 

Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke-2 yakni unsur 

“menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta 

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

harta kekayaan” itelah dapat idibuktikan secara isah imenurut hukumi; 

Selanjutnya, unsur ketiga pada iPasal 3 iUndang-iUndang iNoi. 8 itahun 

i2010 itentang iPencegahan Dan iPemberantasan iTindak iPidana Pencucian 

iUang iJoi. Pasal i55 iayat (i1i) ike-i1 iKUHP iJo. iPasal i64 iayat i (1i) iKUHP iyakni 

“iPerbuatan iItu idilakukan Terdakwa iSebagai iOrang Yang iMelakukani, 

iMenyuruh Melakukan iatau iTurut iMelakukani”. iMajelis Hakim iPemeriksa 

imenyatakan ibahwa iuntuk membuktikan iunsur iturut iserta iini, iMajelis iHakim 

imengambil ialih semua ipertimbangani-ipertimbangan ihukum dalam iunsur ikei-

1, dan ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim 

semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk 

membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dalam 

mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut 

Umum sehingga terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat 

dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini juga 

itelah dapat idibuktikan secara isah imenurut ihukum. 
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Selanjutnya iunsur ikeempat pada iPasal i3 Undangi-iUndang iNo. i8 

itahun i2010 tentang iPencegahan Dan iPemberantasan iTindak iPidana 

iPencucian Uang iJoi. iPasal 55 iayat i (1i) ikei-i1 KUHP iJoi. iPasal 64 iayat i (1i) 

iKUHP iyakni “iBeberapa iperbuatan yang isaling iberhubungan iyang harus 

idipandang iSebagai iperbuatan Berlanjuti”. iMajelis iHakim pemeriksa 

imenyatakan ibahwa idari ifakta-ifakta ihukum iyang telah iterungkap 

idipersidangan maka idiketahui itransaksi ikeuangan idari rekening iresmi iPT 

First iAnugerah iKarya iWisata yang imenampung iuang para icalon ijamaah 

itelah disamarkan isecara iterus imenerus oleh iPara iTerdakwa idari bulan 

iJanuari i2015 sampai idengan ibulan Mei i2017i, idan berdasarkan iketerangan 

isaksii-saksi idari pihak iiBank Mandiri iiyang imenyatakan ibahwasanya setiap 

ihari terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata 

ke rekening an. Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN, kemudian sering kali 

terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke 

rekening pribadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN yang kemudian 

dialihkan kembali ke rekening-rekening lainnya termasuk ke rekening 

Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dan juga ke rekening-

rekening pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan para 

calon jamaah umroh promo First Travel. 

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa 

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungan dengan 

pengertian unsur ke-4 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang 
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dilakukan Para terdakwa idalam perkara iaquo iterjadi dalam irentang iwaktu 

iyang itidak terlalu ilama idan isejenis yakni idalam ikurun waktu ibulan iJanuari 

2015 isampai idengan ibulan Mei i2017 idi imana Para iTerdakwa itelah 

imenempatkani, imengalihkan, imembelanjakani, imembayarkan harta 

ikekayaan iberupa uang isetoran ipara icalon jamaah iumroh iFirst Travel 

isebanyak iRp 905.333.000.000,- (isembilan ratus ilima imilyar tiga iratus itiga 

puluh itiga ijuta irupiah) iuntuk ikepentingan ipribadi mereka idengan itujuan 

untuk imenyembunyikan iataupun imenyamarkan asal iusul iuang tersebut 

iseolahi-olah iuangi-iuang tersebut iadalah idiperoleh Para iTerdakwa isecara 

sahi. iOleh karena iitui, iMajelis Hakim imenyatakan iberdasarkan 

ipertimbangan-ipertimbangan itersebut diatas imaka iPengadilan iberpendapat 

bahwa iunsur iBeberapa iPerbuatan iiyang isaling berhubungan iyang 

iharus dipandang iSebagai iPerbuatan iBerlanjut telah idapat idibuktikan 

isecar sah imenurut ihukum. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Hakim pada Putusan No. 

83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri Depok 

khususnya berkaitan dengan dakwaan kedua terkait tindak pidana pencucian 

uang yang dilakukan oleh para terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim 

berpendapat bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan 

Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim 

sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya 

dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga Para Terdakwa 
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haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan inota 

Pembelaan idari iPenasihat Hukum iPara iTerdakwa imaupun idari Para 

Terdakwa pribadi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2017 

haruslah dinyatakan ditolak. Selain itu, berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 

193 KUHAP, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus 

kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar 

pada diri dan perbuatan para terdakwa, sehingga ia harus dinyatakan 

bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 

Majelis Hakim menjelaskan bahwa iuntuk mempertimbangkan isegala 

isesuatunya idari iberbagai aspeki-iaspek lain iselain idari aspek iyuridis iyang 

itelah dipertimbangkani, imaka terdapat iaspeki-aspek ilain iyang dijadikan 

pertimbangan adalah sebagai berikut. 

1. iAspek psikisi/ikejiwaan terdakwai 

Yakni iMajelis iHakim harus imelihat ibahwa yang idipikirkan idalam 

ibenak iPara Terdakwa iketika melakukan itindak ipidana iin casu ihanyalah 

sematai-imata untuk imemanfatkan iuang-iuang isetoran icalon jamaah iumroh 

iyang ada idalam ipenguasaanya sematai-imata untuk imengikuti ituntutan igaya 

hidupnya iyang imewah (ihedonismei). Hal imana idapat iMajelis Hakim inilai 

idari barangi-ibarang ibukti yang idiajukan idipersidangan seperti irumah idi 

isentul cityi, imobil-imobil imewahi, tasi-itasi, jam itangani-ijam tangani, ikacamata-

ikacamata idan ilain-ilainnya ibahkan imereka melakukan iwisata ike berbagai 
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inegara ibaik idi iAsiai, Eropa idan iAmerika bersama ianggota ikeluarganya. 

iiMereka lupa ibahwa iuangi-uang iyang idigunakan untuk imemenuhi igaya 

ihidupnya itersebut adalah iuang imilik para ijamaah iumroh iyang susah ipayah 

idicari idan dikumpulkan isematai-imata karena iingin iberibadah iumroh ke 

itanah isuci. 

2. iAspek sosiali-ikulturali 

Indonesia isebagai isalah satu iNegara imayoritas muslim iterbesar 

ididunia isehingga secara ikultural melakukan iperjalanan iibadah umroh 

itentunya imenjadi suatu irutinitas iyang dilakukan ioleh imasyarakat dalam 

isetiap itahunnya namun ioleh iPara Terdakwa ihal itersebut malah 

idisalahgunakan iuntuk menipu iribuan ipara calon ijamaah iyang mendaftar 

imelalui ipromosi ipaket umroh ibertarif imurah yang idari iawal sudah idiketahui 

oleh imereka ibiaya tersebut itidak iakan cukup iuntuk imemberangkatkan. iHal 

iini tentunya isudah menciderai inormai-inorma ihidup imasyarakat dikarenakan 

iuang iyang semestinya iuntuk iperjalanan ibadah imalah iterdakwa nikmati 

iuntuk ikepentingan ipribadinya. iDi isisi lain idengan iadanya proses ihukuman 

iterhadap para iterdakwa iini diharapkan ikepada imasyarakat ijuga supaya 

ilebih ihati-ihati idalam imemilih biro iperjalanan iumroh idan tidak igampang 

itergiur dengan itawaran ibiaya yang imurah. 

3. iAspek edukatifi 

iYakni Majelis iHakim imemandang ibahwa barui-ibaru ini ibermunculan 

ibiro-ibiro iwisata inakal iyang menyelenggarakan iperjalanan wisata iibadah 

iumroh namun itidak iatau gagal imemberangkatkan icalon jamaahnya idan ihal 
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tersebut imendatangkan idampak sosial iyang ibesar dalam imasyarakat ioleh 

karena iitu iMajelis iHakim berpendirian ibahwa itindak pidana iyang idilakukan 

ipara iterdakwa iini iharuslah iMajelis Hakim iberikan ihukuman idengan tujuan 

ibahwa ipemidanaan ini isebagai isuatu iusaha irepresif yakni imenghukum 

ilangsung ipara pelaku ikejahatannya iyakni ibiro-ibiro iwisata inakal dan 

isekaligus ijuga ibersifat preventif iyakni imemberi peringatan ikepada ibiroi-ibiro 

wisata ilainnya iagar ilebih bertanggung ijawab idan ihati-ihati iterhadap 

ipenyelenggaraan perjalanan iwisata iibadah iumroh yang itelah idipercayakan 

ikepadanya sehingga itidak iterjadi ilagi apa iyang itelah diperbuat ioleh iFirst 

Travel iini. 

Adapun pertimbangan hukum Hakim yang selanjutnya akan diuraikan 

oleh penulis sebagaimana inti pembahasan dalam Tesis ini adalah 

pertimbangan terkait penerapan sanksi pidana perampasan aset terhadap 

First Travel. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa 

mengenai status barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap ibarang bukti ipoint 1 isi.di. 

529i, Penuntut iiUmum imeminta supaya ibarang ibukti itersebut 

dikembalikan ikepada ipara icalon ijamaah PT iFirst iAnugerah Karya 

iWisata i (iFirst Traveli) imelalui Pengurus iPengelola iAset Korban iFirst 

iTravel berdasarkan iAkta iPendirian iNomor i1 tanggal i16 iApril 2018 iyang 

idibuat idihadapan iNotaris Mafruchah iMustikawatii, Si. iH., iMi. iKn., iuntuk 

idibagikan isecara proporsional idan imerata, iNamun idalam ipersidangan 

Pengurus iPengelola iAsset Korban iiFirst iTravel imenyampaikan surat 
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idan ipernyataan penolakan imenerima ipengembalian barang ibukti 

itersebuti. Adapun ibarangi-barang ibukti idalam ipoint 1 isi. id. i529 itersebut 

iterdiri dari ibenda-ibenda iyang imempunyai nilai iekonomis dan ijuga 

ibeberapa dokumeni-idokumen iasli imaupun fotocopyi. iBahwa idalam 

persidangan idiperolah idipersidangan bahwa ibarangi-barang ibukti iyang 

mempunyai inilai iekonomis tersebut imerupakan ihasil ikejahatan yang 

idilakukan ioleh para iterdakwa idan disita idari iPara iTerdakwai, ioleh 

ikarenanya Majelis iHakim imendasarkan pada iketentuan iPasal 39 iKUHP 

ijo iPasal 46 ijo iPasal i194 KUHAPi, imenetapkan ibarang bukti iyang 

ibernilai ekonomis idirampas iuntuk iNegara. iSedangkan imengenai 

barang ibukti iberupa idokumen-idokumen iaslii, dikembalikan ikepada iorang 

darimana ibarang ibukti itersebut disitai, isedangkan idokumen yang iberupa 

ifotocopyi, ditetapkan itetap iterlampir dalam iberkas iperkarai. i 

2. iMajelis iHakim imenyatakan ibahwa terhadap ibarang ibukti point i530 is. idi. 

i543 oleh ikarena isifatnya iberbahaya dan ipunyai inilai ekonomis imaka 

iditetapkan idirampas untuk iNegara. 

3. iMajelis iHakim menyatakan ibahwa iterhadap barang ibukti ipoint 544 isi.di. 

i546 ioleh karena ibarang ibukti tersebut ibukan imilik Para iTerdakwa idan 

tidak iada ikaitannya dengan iperkara iini imaka idikembalikan kepada idari 

isiapa ibarang tersebut idisita.  

4. iMajelis Hakim imenyatakan ibahwa terhadap ibarang ibukti ipoint 547 is. id. 

i728 idan point i738 is/id i751 isesuai iPasal 46 iKUHAP idikembalikan 

ikepada orang idarimana ibarang bukti itersebut idisita.  
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5. iMajelis Hakim imenyatakan ibahwa iterhadap barang ibukti ipoint i752 si. idi. 

812 ioleh ikarena dokumen iyang itidak imempunyai nilai iekonomis idan 

isebagian berupa ifotocopy imaka ditetapkan itetap iterlampir dalam iberkas 

iperkara. 

6. iMajelis Hakim imenyatakan ibahwa iterhadap barang ibukti ipada ipoint 729 

isi. idi. 737 imaka ioleh ikarena ibarang bukti itersebut idisita idari isaksi Umar 

iAbd iAziz idan berdasarkan iketerangan isaksi Umar iAbd iAziz 

idihubungkan idengan iketerangan iPara Terdakwa iadalah iisebagai 

pembayaran ihutang First iTravel atas ipembelian itiketi-itiket ipara icalon 

ijamaah kepada isaksi iUmar iAbd iAziz selaku iVendor iTicketing iPesawat 

imaka terhadap istatus ibarang ibukti pada ipoint i729 s. id. i737 tersebut 

iMajelis iHakim sependapat ituntutan iPenuntut iumum untuk idikembalikan 

ikepada saksi iUmar iAbd iAziz. 

7. iMajelis iHakim menyatakan ibahwa iterhadap ibarang bukti ipoint i813 si. idi. 

i820 oleh ikarena imasih idipergunakan idalam perkara ilain atas inama 

iterdakwa iSiti Nuraida iHasibuan ialias iKiki maka iditetapkan idikembalikan 

ipada iPenuntut Umum iuntuk idigunakan idalam perkara iatas inama 

terdakwa iSiti iNuraida iHasibuan alias iKiki. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dinyatakan bahwa barang 

bukti hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis milik para terdakwa 

dirampas untuk Negara. Salah satu alasan perampasan aset tersebut 

dikarenakan pihak Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menolak 
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untuk melakukan pengurusan pembagian secara proporsional dan merata 

kepada para calon jamaah. 

Atas penjatuhan putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 

2018 pada Pengadilan Negeri Depok sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam amar putusan di atas, yang salah satu amar putusan tersebut tidak 

dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum karena berbeda dengan 

tuntutannya yakni mengembalikan aset First Travel untuk dibagi secara 

proporsional dan merata kepada calon jamaah, namun demikian oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Depok memutus hal yang berbeda yakni terhadap 

aset tersebut dirampas oleh Negara. Sehingga atas putusan tersebut, Jaksa 

Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi 

Jawa Barat yang selanjutnya diperiksa dan di putus pada tanggal 15 Agustus 

2018 dengan Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG. Namun Pengadilan Tinggi 

Jawa Barat dalam amar putusannya pada intinya adalah menguatkan 

Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. 

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 

195/PID/2018/PT BDG. tanggal 15 Agustus 2018, Jaksa Penuntut Umum 

tetap konsisten pada pendiriannya bahwa aset tersebut harus dikembalikan 

kpada calon jamaah secara proporsional dan merata, sehingga Jaksa 

Penuntut Umum kembali mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah 

Agung pada tanggal 12 September 2018. Selain Jaksa Penuntut Umum, 

Terdakwa juga melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi pada tanggal 19 September 2018.  
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Adapun pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan 

No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019  terhadap Upaya Hukum 

Kasasi oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum di Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa:  

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena 

Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti juga telah 

melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang 

dan Judex Facti tidak melampaui batas kewenangannya;  

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum 

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum 

yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil para 

Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 

378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) 

KUHP pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) 

KUHP pada Dakwaan Kedua;  

- Bahwa demikian pula putusan Judex Facti menjatuhkan pidana kepada 

Terdakwa I dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan 

kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) 

tahun dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah 

mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi 
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perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun 

keadaaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan 

Terdakwa;  

- Bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 

529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya 

memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para 

calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus 

Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 

1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah 

Mustikawati, S.H., M.Kn., untuk dibagikan secara proporsional dan merata 

akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus 

Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan 

penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;  

- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut 

merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita 

dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 

“Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh 

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 

KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;  

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum 

selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat 

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena 
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pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak 

diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan 

tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak 

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan 

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 

Adapun pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan 

No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019  terhadap Upaya Hukum 

Kasasi oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa di Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa:  

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena 

Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti juga telah 

melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang 

dan Judex Facti tidak melampaui batas kewenangannya; 

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena 

perkara in casu bukanlah perkara perdata semata akan tetapi 

sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo 

jelas merupakan perkara tindak pidana;  

- Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa 

Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan 

Negeri Depok sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan 

putusannya. 
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Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung 

menyatakan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak 

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka 

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan 

Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak; 

Selanjutnya Penulis akan menguraikan analisis secara hukum 

terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Adapun pendapat 

penulis terkait penegakan hukum Hakim di atas antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penegakan hukum Hakim tidak progresif dan tegas dalam 

mewujudkan tujuan hukum 

Majelis Hakim yang tidak mengambil langkah inisiatif dan progresif 

dalam penegakan hukum adalah bentuk tidak tegasnya penegakan 

hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. Hal tersebut didasari pada 

sikap hakim yang serta merta menerima pernyataan pengurus pengelola 

aset First Travel yang menolak untuk membagikan harta first travel secara 

proporsional dan merata kepada para korban. Padahal secara hukum 

Pengurus Pengelola Aset First Travel berkewajiban untuk melaksanakan 

tugas dalam membagikan aset first travel kepada para pihak yang berhak. 

Bahwa Tindakan Pengurus Pengelola Aset First Travel menyatakan 

menolak untuk melakukan pengurusan pengembalian aset kepada para 

calon jamaah secara proporsonal dan merata adalah bentuk tindakan 

tidak professional dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan 
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tugasnya sebagai Pengurus. Bahwa bedasarkan Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (UU Kepailitan & PKPU) dinyatakan bahwa tugas utama pengurus 

adalah bagaimana mengantarkan agar antara debitur dengan para 

krediturnya dapat tercapai suatu kesepakatan atas rencana perdamaian. 

Demikian dalam kasus First Travel tidak lagi dimungkinkan adanya 

perdamaian dikarenakan pimpinan First Travel dinyatakan secara sah 

melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang maka sudah 

sepatutnya First Travel untuk selanjutnya dinyatakan dalam keadaan Pailit 

dikarenakan tidak lagi dimungkinkan adanya perdamaian antara First 

Travel dengan para calon jamaah selaku kreditor.  

Bahwa apabila First Travel dinyatakan dalam keadaan Pailit, 

maka Pengurus yang ditunjuk berdasarkan Putusan PKPU akan 

diangkat kembali sebagai Kurator ataupun jika Pengurus tidak 

menyatakan bersedia menjadi Kurator maka dalam Putusan Pailit 

dapat ditunjuk Kurator yang akan melakukan Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit. Bahwa tindakan berupa pernyataan 

penolakan pengurusan pengelolaan aset First Travel seyogiyanya 

tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim baik dalam 

tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi. Hal tersebut dikarenakan 

apabila Pengurus menyatakan menolak untuk melakukan Pengurusan 

Aset maka sangat dimungkinkan secara hukum untuk dilakukan 

penggantian Pengurus. Bahwa pada dasarnya setelah Putusan 
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Pidana dijatuhkan kepada Pimpinan First Travel maka secara patut 

juga First Travel akan berada dalam keadaan insolvensi atau keadaan 

tidak mampu membayar yang selanjutnya akan dinyatakan dalam 

keadaan Pailit. Sehingga Pengurus First Travel selanjutnya akan 

berperan menjadi Kurator dan jika tidak bersedia menjadi Kurator 

maka dapat di tetapkan Kurator yang bersedia dalam Putusan Pailit 

selanjutnya. 

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dinyatakan bahwa Kurator adalah Balai Harta 

Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan 

untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang.  

 

2. Penegakan hukum tidak memberikan atau mewujudkan kemafaatan 

dan keadilan hukum terhadap korban kejahatan 

Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa 

perampasan aset tersebut telah dibenarkan secara hukum berdasarkan 

Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut 

dirampas untuk Negara. 
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Pasal 39 KUHP: 

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas.  

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal 
yang ditentukan dalam undang-undang.  

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita. 
 

Terkait sanksi perampasan aset sebagaimana yang dijatuhkan 

dalam Putusan First Travel diatur dalam salah satu jenis sanksi dalam 

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  

Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e 

yang menyatakan bahwa “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana 

tambahan berupa perampasan aset Korporasi untuk Negara”. 

Perampasan aset pada dasarnya dibenarkan secara hukum dalam 

Hukum Pidana Indonesia. Namun perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan secara mendalam terkait kepatutan dalam perampasan 

aset korporasi untuk Negara. Adapun tujuan dari perampasan aset 

adalah Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum 

seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari 

kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk 

kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, 

merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. 

Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut 
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tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi 

sebagai upaya pencegahan (preventif).95 Dalam kasus first travel, 

penerapan sanski perampasan aset pada dasarnya tidak melanggar 

hukum atau melanggar undang-undang, namun secara hukum hal 

tersebut adalah tidak patut karena pada dasarnya semua aset First 

Travel yg dirampas untuk negara adalah hasil kejahatan penipuan yang 

dilakukan kepada para calon jamaah. Sehingga uang hasil penipuan 

tersebut digunakan untuk membeli aset-aset kepentingan pribadi atau 

dikenal dengan pencucian uang. Hal demikian tentunya berdasarkan 

nalar hukum bahwa hasil kejahatan tersebut adalah uang calon jamaah 

sehingga aset-aset yang berhasil diselamatkan dan dideteksi merupakan 

hasil kejahatan First Travel merupakan uang calon jamaah. Oleh karena 

itu aset tersebut sangat patut untuk di kembalikan kepada calon jamaah 

untuk dibagi secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku. Demikian menjadi sangat tidak logis dan tidak adil ketika calon 

jamaah yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun memperjuangkan 

haknya untuk meminta uangnya dikembalikan justru dirampas oleh 

negara. Hal demikian secara tidak langsung menunjukkan hukum yang 

diterapkan oleh Majelis Hakim hanya mengutamakan tujuan kepastian 

hukum semata, namun sangat tidak mencerminkan keadilan dan 

kemanfaatan terhadap korban (calon jamaah). 

 

                                                             
95 RUU Perampasan Aset 
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3. Penegakan hukum Hakim tidak berfokus pada pemulihan korban 

kejahatan 

Perampasan aset untuk negara dalam kasus First Travel 

menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak bertujuan 

untuk memberikan pemulihan terhadap koban. Korban (victim) adalah 

orang yang menanggung akibat dari terjadinya tindak pidana. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah orang atau 

binatang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.  

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban 

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korban suatu perbuatan 

adalah orang bukan binatang, yang secara perseorangan/kelompok telah 

mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan ekonomi 

sosial, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak 

dasar mereka melalui tindakan atau pembiaran yang telah diatur dalam 

hukum pidana yang dilakukan dalam negara hukum yang melarang dalam 

penyalahgunaan kekuasaan  (Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 

November 1985).96 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban 

(Selanjutnya disebut PP No.44 Tahun 2008), yang dimaksud dengan 

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
                                                             

96Warih Anjari, Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi, E-
Journal Widya Yustisia, Volume 1 No.1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 
Agustus 1945, Jakarta, hlm.62 
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Reparasi adalah mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh 

nergara sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran terhadap korban, 

kehilangan dan penderitaan yang dialami korban. 

Menurut Theo van Boven, reparasi adalah segala jenis penggantian 

(redress) yang bersifat material maupun non material bagi korban 

pelanggar hak asasi manusia, tercakup aspek di dalamnya restitusi, 

kompensasi, dan rehabilitasi.97 Reparasi atau pemulihan korban 

kejahatan merupakan tanggung jawab negara berupa materiil dan non 

materiil. Menurut Usman Hamid  dan Papang Hidayat, reparasi adalah 

pemulihan kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia  kepada kondisi 

sebelum pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut terjadi pada dirinya. 

Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-

hak/status sosial politik korban yang dirusak.   

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sepatutnya, sanksi yang 

harus diterapkan adalah bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada 

korban dalam hal ini para calon jamaah yang mengalami penipuan travel 

umrah. Korban yang telah menyetorkan uangnya untuk umrah pada 

dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan uangnya kembali, 

namun dalam Putusannya Majelis Hakim lebih fokus pada efek jera 

kepada korban dan menguntungkan negara, tanpa melihat kepentingan 

ribuan calon jamaah yang merasakan ketidakadilan karena uang yang 

disetorkannya justru dirampas untuk negara. Hal tersebut secara tidak 

                                                             
97Ibid. 
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langsung merupakan bentuk perampokan resmi yang dilindungi oleh 

Undang-Undang yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya. 

Atas kasus yang sangat meresahkan tersebut beberapa pihak 

mengecam atas Putusan tersebut seperti yang disampaikan oleh Tulus 

Abadi selaku Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI) yang mengatakan jika putusan MA itu menjadi anomali. Pasalnya, 

aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First 

Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Dalam perkara ini, 

negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah 

jalur. 

“Seharusnya memang hak konsumen, tahu-tahu (aset) untuk 
negara. Itu tidak ada jalurnya sebenarnya karena bukan kerugian 
negara, itu konsumen yang dirugikan, malah negara 
diuntungkan.”98 
 

Sementara, pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman 

(Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengharapkan adanya solusi 

terbaik terkait dengan aset PT First Travel yang menjadi barang bukti 

sitaan negara. 

“Dalam suatu peradilan, suatu barang bukti itu ada dua dimensi. 
Satu, kembalikan kepada pemilik. Kedua, dirampas untuk 
negara,"99 
 

Mengenai kemungkinan aset First Travel yang dirampas untuk 

negara itu dapat diserahkan ke korban yang mana hal tersebut 

tergantung terminologi dari dirampas untuk negara. Apakah 

                                                             
98https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-

dalam-kasus-first-travel/ diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 22.21 WITA. 
99Ibid. 
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terminologinya memang dimasukkan ke negara sebagai pendapatan 

negara ataukah diambil alih negara untuk menata dan selanjutnya 

dikembalikan ke masyarakat. Jika memang terminologinya diambil alih 

negara untuk menata dan dikembalikan ke masyarakat, maka pandangan 

hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan ini. Itu yang kita harapkan 

karena para jemaah korban first travel adalah yang paling berhak dalam 

aset tersebut. 

Seperti yang kita ketahui bahwa hakim adalah seseorang yang 

mempunyai peran dalam menciptakan dan menegakkan keadilan bagi 

para korban yang terkena kejahatan. Hakim menciptakan keadilan 

dengan menggunakan asas-asas yang mendukungnya seperti asas 

keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfataan. Ketiga asas itu 

seharusnya dijadikan acuan agar hakim tetap bekerja secara profesional 

dan tidak memberikan sanksi yang tidak sesuai dengan kejahatan yang 

dilakukan oleh para pelaku kejahatan. 

Korban tindak pidana pencucian uang dalam hal ini adalah calon 

jamaah umrah PT. First Travel yang gagal berangkat yang mana haknya 

dirampas oleh negara sehingga korban merasa tidak mendapatkan 

keadilan. Dengan segala polemik yang ada, korban jamaah hanya 

mengharapkan agar aset yang dirampas oleh negara tersebut 

dikembalikan padanya karena ia yang paling berhak. 

Peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban 

kejahatan haruslah berbekal pada asas keadilan,  asas kepastian, dan 
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asas kemanfaatan.yang dianut dalam memberikan putusan kepada 

pelaku tindak pidana kejahatan. 

Setelah putusan pengadilan negeri depok dan putusan pengadilan 

tinggi bandung yang hasil putusannya bahwa aset first travel dirampas 

untuk negara yang dinilai sama sekali tidak mengganti kerugian korban. 

Namun ternyata permohonan kasasi Mahkamah Agung pun tetap 

memutuskan seluruh harta first travel dirampas untuk Negara.  

Menurut ahli hukum pidana Abdul Ficar Hadjar, karena yang 

dijadikan alat untuk melakukan kejahatan adalah First Travel, sedangkan 

pelakunya adalah Direkturnya, kemudian ketika Direkturnya dijadikan 

terdakwa dan dihukum, seharusnya jika perusahaannya legal harus 

dikembalikan kepada First Travel karena secara hukum aset tersebut 

adalah milik perusahaan. 

Jadi, menurut penulis kasus First Travel ini tidak tepat apabila 

asetnya dirampas untuk Negara, karena secara pidana, hakim telah 

menghukum korporasinya yang dipertanggungjawabkan oleh 

pimpinannya, dan selanjutnya terkait asetnya merupakan hak para 

korban yang mengalami penipuan oleh korporasi. 

C. Penerapan Sanksi yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Pencucian 

Uang oleh Korporasi 

 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo sebagai ajaran tentang kekuasaan 

Hakim, ajaran bahwa Hakim tidak hanya corong pembentuk undang-undang 
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saja, tetapi secara otonom, mencipta, melayani proses kemasyarakatan.100 

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum 

agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, 

sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu 

terdapat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

Berkenaan dengan pengertian dari penemuan hukum (rechtsvinding) 

itu sendiri, ada pendapat dari Paul Schoten, sebagaimana yang dikutip oleh 

Bambang Sutiyoso, yang menyatakan bahwa “ penemuan hukum oleh hakim 

merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-

peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering 

terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi 

maupun dengan jalan analogi ataupun rechtssvervijning (pengkonkretan 

hukum).101 

Dari aspek hukum, tanggungjawab hukum First Travel dapat dilihat 

dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek pidana, 

pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepad First Travel karena 

dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang sangat 

penting untuk dapat dipidananya seseorang karena didalam hukum pidana 

dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)”. 

Terkait dengan hal ini, ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh First 

Travel, yaitu: 

                                                             
100Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, 2013, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,  

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89 
101Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-Aspek Perkembangan 

Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. UI Press, Yogyakarta, 2005, hlm 32 
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1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) 

2. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) 

3. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No.8 Tahun 2010 

tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). 

Pada dasarnya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur 

nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur non penal meliputi pencegahan 

tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan 

pemidanaan melalui media massa. Jalur penal adalah melalui penerapan 

hukum pidana yang pada umunya orang menyebutnya sebagai tindakan 

repsresif. Selain bersifat represif, jalur penal mempunyai makna preventif 

dalam arti luas. Disatu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak lagi 

mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan juga dimaksudkan 

untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melalukan perbuatan yang 

serupa. Oleh karena ini, pandangan yang akhir ini lebih kepada forward-

looking  berorientasi ke depan. Secara garis besar, pandangan yang lebih 

berorientasi ke depan dianggap lebih ideal dalam rangka gagasan 

pemidanaan yang lebih baik, dibandingkan dengan backward-looking. 

Pandangan yang bersifat preventif dianggap lebih modern sehingga 

mempengaruhi sistem pemidanaan di Indonesia.  

Bahwa untuk menentukan sanksi pidana yang ideal terhadap 

tindak pidana yang dilakukan korporasi maka sesungguhnya hal tersebut 
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tidak terlepas dari teori pemidanaan sebagai landasan teoritis yang akan 

menjadi dasar dalam melihat dan menentukan sanksi yang tepat atau 

ideal atas norma yang dilanggar oleh suatu korporasi. Adapun tujuan 

diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari 

hukum pidana. Menurut Franz von List dalam Bambang Purnomo, yang 

mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, 

rechtsguterschutzdurch rechtsguterverletung yang artinya melindungi 

kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.102 Kemudian 

menurut Hugo de Groot dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa, 

dalam hubungan tersebut malumpassionis (quod infligitur) propter malum 

actionis yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh 

perbuatan jahat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang 

kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan 

mengenai tujuan dari pemidanaan.  

Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana 

pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Kemudian ada yang 

berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan 

teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori 

tujuan pemidanaan tersebut. Berbagai pemikiran muncul mengenai 

manfaat pidana, sehingga melahirkan beberapa teori dan konsep 

pemidanaan antara lain:103 

  
                                                             

102Purnomo, Bambang, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 27. 
103Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. Pidana Penjara Mau Kemana, CV. 

Indhill Co, Jakarta, 2007, hlm. 6-27. 
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1. Teori Retributif (Retribution Theory)  

Teori Retributif (Retribution Theory) atau Teori Pembalasan Pidana 

penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 

KUHP yang merupakan wujud dari berbagai teori yang menyakini akan 

manfaat dari suatu hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan 

kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-

beda. 

2. Teori Pencegahan Kejahatan (Deterrence Theory) Teori Pencegahan 

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah 

terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari 

deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut 

sebagai sarana pencegahan 

3. Teori Rehabilitasi (Rehabilitation Theory) 

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, bukan 

saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau 

penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam 

pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu 

tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, 

maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat 

berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya 
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hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk 

merehabilitasi perilakunya. 

4. Teori Abolisionis 

Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang 

dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong 

suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara 

menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitive. 

Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok aboloisionis tersebut 

ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan 

dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif 

untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.104 

Pidana terhadap korporasi pada dasarnya telah diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi serta diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP 

maupun peraturan di luar KUHP seperti salah satunya dalam Undang-

Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegaha dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menetapkan sanksi perampasan 

aset korporasi untuk Negara. 

Perampasan aset korporasi pada dasarnya menjadi solusi sanksi 

yang sangat solutif bagi keberlakukan hukum pidana korporasi di 

Indonesia, utamanya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi 

                                                             
104Aryadi, Gregorius, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta, 1995, hlm. 17. 
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yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan 

pencucian uang. Perampasan aset sebagai pemulihan keuangan negara 

menjadi salah satu solusi sanksi terbaik bagi negara dalam 

mengembalikan kerugian keuangan negara yang dirugikan atas tindak 

pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu di ingat bahwa adanya sanksi 

perampasan aset korporasi untuk negara tidak bisa dijadikan sanksi yang 

bersifat umum untuk seluruh tindak pidana yang dilakukan khususnya 

dalam perkara First Travel yang terbukti melakukan tindak pidana 

penipuan kepada jamaah umrah dan tindak pidana pencucian uang. 

Menurut pandangan penulis dalam menentukan sanksi terhadap aset 

korporasi setidak-tidaknya harus mempertimbangkan berbagai hal antara 

lain: 

1. Mempertimbangkan tindak pidana dasar korporasi 

Artinya bahwa ketika tindak pidana dasar yang dilakukan adalah 

tindak pidana yang merugikan keuangan negara maka sanksi 

perampasan aset korporasi tentu menjadi sanksi yang sangat 

diprioritaskan karena salah satu tujuan utama dalam pemberantasan 

korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan Negara. Namun 

berbeda halnya ketika tindak pidana yang dilakukan tidak berkaitan 

sama sekali dengan kerugian keuangan Negara maka tentu menjadi 

tidak relevan jika sanksi perampasan aset diterapkan kepada 

korporasi. 
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2. Menentukan korban yang dirugikan 

Bahwa dalam menetapkan suatu sanksi perampasan aset korporasi, 

maka hal yang paling utama adalah melihat siapa korban yang 

dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. 

Dalam hal ini akan diklasifikasi dengan menentukan siapa subjek yang 

diruguikan. Apakah yang dirugikan adalah Negara, masyarakat secara 

individual, masyarakat secara kelompok, atau sesama korporasi. 

Ketika korban yang dirugikan diketahui secara jelas, maka penerapan 

sanksi yang berkaitan dengan perampasan aset akan sangat mudah 

dan solutif bagi korban atau dengan kata lain ketika tindak pidana 

korporasi merugikan suatu korporasi lain maka sangat tidak ideal 

ketika aset tersebut justru dirampas oleh Negara, karena tentunya 

yang paling berhak adalah korporasi yang telah dirugikan, yang pada 

umumnya hubungan antatra korporasi seperti ini biasanya adalah 

hubungan hukum perdata. Sama halnya dengan kasus First Travel 

bahwa terjadi hubungan hukum antara First Travel dengan calon 

jamaah yang menimbulkan kerugian terhadap ribuan calon jamaah, 

maka tentu menjadi sangat tidak adil ketika First Trevel melakukan 

penipuan terhadap ribuan calon jamaah, namun justru hasil penipuan 

tersebut dirampas oleh Negara, padahal terdapat ribuan jamaah yang 

menunggu keadilan berupa pemberangkatan umrah atau setidak-

tidaknya pengembalian uang jamaah. Demikian ketika aset First 

Trevel di rampas oleh Negara adalah sama saja Negara melalui 
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aparat penegak hukum telah merampok masyarakat secara resmi atau 

legal dengan berlindung pada ketentuan undang-undang dan putusan 

pengadilan. 

3. Pemulihan hak-hak korban 

Bahwa hal ini adalah berkaitan dengan kondisi korban pasca 

terjadinya tindak pidana. Bahwa ketika tindak pidana telah terjadi 

dilakukan oleh korporasi maka hal yang paling utama adalah 

mendeteksi keberadaan korban sebagai orang yang paling berhak 

memperoleh perlindungan dan hak-hak atas kerugian yang timbul dari 

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa pada poin 

ini, dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu korporasi harus 

ditinjau terlebih dahulu keberadaan korban, yakni dengan melihat 

bahwa apakah korban masih hidup atau apakah memiliki ahli waris 

atau dalam hal ini yang dapat menggantikan korban memperoleh 

pemulihan. Jika demikian korban dinyatakan tidak ada dan tidak 

diketahui keberadaanya dan atas hasil kejahatan korporasi tidak ada 

pihak yang dapat menggantikan posisi korban untuk menerima 

pemulihan maka sepatutnya aset korporasi hasil kejahatan tersebut 

dirampas untuk Negara. Namun ketika korban masih ada, bahkan 

secara tegas memperjuangkan haknya untuk memperoleh pemulihan 

berupa pengembalian kerugian, maka tentunya hal tersebut harus 

mampu dijawab oleh hukum melalui putusan pengadilan berupa 

pengembalian aset kepada yang berhak. Berbeda halnya dengan 
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kasus First Travel yang tidak mempertimbangkan kepentingan 

pemulihan terhadap korban. Bahwa dalam kasus First Travel, ribuan 

jamaah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menunggu dan 

memperjuangkan haknya untuk diberangkatkan umrah atau setidak-

tidaknya memperoleh pengembalian uang, justru merasakan dampak 

ketidakadilan akibat aset tersebut dirampas oleh Negara, hanya 

dengan alasan bahwa Pengurus Pengelola Aset first travel menolak 

untuk mengurus pembagian aset first travel kepada ribuan jamaah 

secara proporsional dan merata. Bahwa hal tersebut seyogiyanya 

sangat tidak bisa dijadikan alasan karena berdasarkan Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

bahwa Pengurus dan Kurator sangat memungkinkan untuk diganti 

apabila tidak mampu lagi menjalankan tugas pengurusan dan 

pemberesan harta pailit. Karena demikian setelah putusan pidana 

dijatuhkan, First Travel dapat dipastikan akan jatuh dalam keadaan 

pailit karena sudah tidak memungkinkan lagi diadakan suatu 

perdamaian dengan ribuan calon jamaah karena pimpinannya telah di 

hukum pidana dan first travel dalam kedudukannya sebagai badan 

hukum juga akan berakhir atau pailit. 

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam 

menentukan sanksi ideal tersebut di atas, maka menurut pandangan 

penulis, sanksi yang ideal untuk diterapkan terhadap korporasi 

khsusunya yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bukan 
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Negara dalam hal ini adalah masyarakat adalah pidana tambahan berupa 

pembayaran ganti rugi. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi 

adalah salah satu jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) 

Rancangan Undang-Undang KUHP. 

Konsep pidana tambahan pembayaran ganti rugi adalah salah satu 

konsep yang ideal untuk diterapkan apabila korporasi melakukan tindak 

pidana yang merugikan pihak lain selain Negara dalam hal ini individual, 

masyarakat umum, dan sesama korporasi. Masyarakat adalah pihak yang 

telah dirugikan sehingga masyarakat adalah pihak yang paling berhak 

untuk memperoleh keadilan berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian 

yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. 

Pidana tambahan pembayaran ganti rugi adalah suatu solusi apabila 

dianggap penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan 

pemidanaan. Terlebih lagi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi berkaitan dengan harta benda sehingga kerugian materiil akan 

sangat dirasakan dan meresahkan bagi para korban. 

Pada perkara penipuan dan pencucian yang dilakukan oleh First Travel, 

penerapan pidana pokok berupa pidana penjara tidaklah efektif dan 

mewujudkan tujuan keadilan dalam pemidanaan. Pemidanaan hanya 

merupakan aspek penghukuman terhadap kesalahan pelaku namun tidak 

menjadi solusi ataupun obat terhadap korban yang dirugikan secara materi. 

Sehingga pidana tambahan pembayaran ganti rugi akan menjadi solusi yang 

sangat solutif terhadap para korban. Pada perkara ini, kerugian ribuan 
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jamaah atas hasil pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel mencapai 

angka yang sangat fantastis sehingga sangat patut apabila korporasi First 

Travel bertanggung jawab secara materiil untuk mengganti kerugian materiil 

yang derita oleh korban dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dalam Penelitian Tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Pengaturan Hukum Sanksi Perampasan Aset Korporasi Yang 

Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya DenganPencucian Uang  

yaitu Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum 

seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari 

kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk 

kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, 

merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. 

Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut 

tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi 

sebagai upaya pencegahan (preventif). 

2. Penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan 

aset first travel atas tindakan pencucian uang dengan terdakwa Andika 

Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur) 

diputus oleh 3 (tiga) kompetensi absolut pengadilan yang memeriksa dan 

mengadili perkara tersebut yakni pada Putusan No. 

83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 Pengadilan Negeri Depok 

pada tingkat pertama, Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 
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Agustus 2018 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam tingkat Banding, 

dan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi. Berdasarkan Putusan tersebut, 

aset First Travel yang memiliki nilai ekonomis dinyatakan dirampas oleh 

negara dengan alasan bahwa Pengurus pengelola aset First Travel 

menolak untuk melakukan pengurusan aset untuk dibagikan secara 

proporsional dan merata kepada calon jamaah. Oleh karena itu 

penegakan hukum yang dlakukan terhadap First Travel adalah tidak 

berfokus pada pemulihan korban sehingga korban tidak merasakan asas 

keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan sebagaimana 

disebutkan di atas. 

3. Penerapan sanksi  terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi 

terhadap aset korporasi setidak-tidaknya harus mempertimbangkan 

berbagai hal antara lain: 

a. Mempertimbangkan tindak pidana dasar korporasi 

b. Menentukan korban yang dirugikan 

c. Pemulihan hak-hak korban 

Adapun sanksi ideal yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah pidana 

tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi 

diberikan korporasi kepada korban. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka saran yang 

dapat disampaikan dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan dalam menentukan keadilan harus 

mampu mengedepankan dan mewujudkan tujuan perampasan aset 

apabila hendak menjatuhkan sanksi perampasan aset terhadap korporasi. 

2. Pemidanaan dalam era modern saat ini harus mengeepankan korban 

selaku pihak yang mengalami kerugian atas suatu tindak pidana, oleh 

karena itu hakim selaku Wakil Tuhan dalam menentukan keadilan harus 

mampu menegakkan hukum seadil-adilnya dengan mengedepankan dan 

mewujudkan pemulihan terhadap korban. Bahwa sanksi yang diterapkan 

terhadap pelaku akan sangat percuma bagi korban ketika tidak 

memberikan pemulihan terhadap korban, karena untuk saat ini tidak lagi 

hukum pidana Indonesia tidak lagi berfokus pada teori balas dendam 

kepada pelaku. 

3. Penjatuhan sanski perampasan aset korporasi untuk Negara harus 

dipertimbangkan secara matang dan sebaik mungkin agar tidak 

merugikan pihak yang berkepentingan utamanya korban kejahatan.  
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